ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
PENJABAT (P]) DAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA
DAERAH BERDASARKAN HUKUM TATA NEGARA
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

MUTIARA WENI NAFIONA

NIM. 2223150053



ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
PENJABAT (PJ) DAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA
DAERAH BERDASARKAN HUKUM TATA NEGARA
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

“EGERI F’q]’

A,
Ty

2.

| J]\ @
c

ot >

y -

o -}

2

(o}

P Sa

\og
v
)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH

Mutiara Weni Nafiona

NIM. 2223150053

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2026 M/ 1448 H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-51171-51172 Fax. (0736) 51171-51172
Website : www.uinfasbengkulu. ac.id

BENGKULU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mutiara Weni Nafiona, NIM : 2223150053 dengan
Judul ”Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kewenangan Penjabat (Pj) Dan
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Berdasarkan Hukum Tata Negara
Perspektif Siyasah Tanfidziyah” Program Studi Hukum Tata Negara
Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran

/ 11 .,';. Bengktﬂu 06 Agustus 2026 M
M- rorad et 111 Safar 1448 H
>\ ‘ d "r‘*"’-l 44 | ST/

Pembimbing I 3

Dr.Fauzan, S.Ag.. M.H Ifansyah Putra, M.Sos

NIP. 19770725002121003 NIP. 1993033120190710005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon: (0736) 51276-51171-51172 Fax. (0736) 51171-51172
Website : www.uinfasbengkulu.ac.id

BENGKULY

HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis Kedudukan Dan
Kewenangan Penjabat (Pj) Dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah
Berdasarkan Hukum Tata Negara Perspektif Siyasah Tanfidziyah” oleh
Mutiara Weni Nafiona, NIM: 2223150053 Program Studi Hukum Tata Negara
Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang
Munagqosyah Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:
Hari : Rabu
Tanggal .
Dinyatakan LULUS
sebagai syarat guna
Negara dan diberi gelar Sa

i Gapat diterima, dan disahkan
;o h gelar Saijana\dalam bidang Hukum Tata
Hukum (S. H).

19 Agustus 2026 M
hiul Awal 1448 H

Tim Sidang Munaqosyah
tua Sekretaris

Dr.Fauzan, S.Ag., M.H Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 19770725002121003 NIP. 1993033120190710005

Penguji 1 Penguji 11

’

Profdr. Imam Mahdj, M.H Yopa Puspitasari, M.H
.196503071989931005 NIP. 199605152023212032

iii



MOTTO
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"'setiap kesulitan pasti ada kemudahan™

(QS. Al-Insyirah 94:5-6)

""Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin
aku tidak ada artinya, dan aku membuat ayahku bekerja setiap hari hingga

lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia"*

(Penulis)
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ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PENJABAT
(PJ) DAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DAERAH
BERDASARKAN HUKUM TATA NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH
TANFIDZIYAH,

Penulis:

Mutiara Weni Nafiona
NIM. 2223150053

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan jabatan kepala
daerah yang mengharuskan pemerintah menunjuk Penjabat (Pj) atau Pelaksana
Tugas (PIt) untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Permasalahan muncul berkaitan dengan kedudukan, legitimasi
demokratis, batas kewenangan, serta efektivitas Pj dan Plt dalam menjalankan
pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan
kewenangan Pj dan Plt Kepala Daerah berdasarkan hukum tata negara serta
mengkajinya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan
dan dianalisis menggunakan interpretasi hukum secara gramatikal, fungsional, dan
sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Pj dan Plt Kepala
Daerah merupakan bagian dari mekanisme konstitusional untuk menjamin
kesinambungan pemerintahan daerah ketika terjadi kekosongan jabatan kepala
daerah definitif. Kedudukan dan kewenangannya memiliki dasar hukum dalam
UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 4
Tahun 2023. Pj dan PIt memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pembangunan daerah, tetapi kewenangan tersebut dibatasi,
terutama dalam pengambilan kebijakan strategis dan tindakan yang berdampak
luas. Dalam praktiknya masih terdapat persoalan berupa ketidakjelasan batas
kewenangan, lemahnya legitimasi demokratis karena tidak dipilih langsung oleh
rakyat, ketergantungan terhadap pemerintah pusat, serta potensi terhambatnya
efektivitas pemerintahan daerah. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah,
keberadaan Pj dan PIt dapat dibenarkan sebagai bentuk amanah pemerintahan
untuk menjaga stabilitas, keberlangsungan pemerintahan, pelayanan publik, dan
kemaslahatan masyarakat. Pembatasan kewenangan juga sejalan dengan prinsip
keadilan, amanah, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, dan kemaslahatan.
Namun, pembatasan tersebut harus diterapkan secara proporsional agar tidak
menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, diperlukan penegasan batas kewenangan, penguatan legitimasi
dan pengawasan, serta penyempurnaan regulasi agar penyelenggaraan



pemerintahan oleh Pj dan PIt dapat berlangsung secara demokratis, akuntabel,
efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: Penjabat Kepala Daerah, Pelaksana Tugas, Kewenangan, Hukum
Tata Negara, Siyasah Tanfidziyah.
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ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE STATUS AND AUTHORITY OF
ACTING REGIONAL HEADS (PJ) AND ACTING REGIONAL HEADS
(PLT) BASED ON CONSTITUTIONAL LAW FROM THE PERSPECTIVE
OF SIYASAH TANFIDZIYAH
WRITER :
MUTIARA WENI NAFIONA
NIM. 2223150053

\This research is motivated by the vacancy of regional head positions, which
requires the government to appoint an Acting Regional Head (Penjabat / Pj) or an
Interim Regional Head (Pelaksana Tugas / Plt) to ensure the continuity of local
government administration. Issues arise concerning the status, democratic
legitimacy, boundaries of authority, and the effectiveness of Pj and PIt in running
the regional government. This study aims to analyze the status and authority of Pj
and PIt Regional Heads based on constitutional law and examine them from the
perspective of Siyasah Tanfidziyah. The type of research used is normative legal
research with a statute approach. The legal materials used consist of primary,
secondary, and tertiary legal sources collected through a literature study and
analyzed using grammatical, functional, and systematic legal interpretations. The
results show that the status of Pj and PIt Regional Heads is part of a constitutional
mechanism to ensure the continuity of regional governance when a vacancy in a
definitive regional head position occurs. Their status and authority have a legal
basis in the 1945 Constitution, Law Number 23 of 2014, Law Number 10 of 2016,
Law Number 30 of 2014, and Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of
2023. Pj and PIt have the authority to run the government, public services, and
regional development, but this authority is restricted, particularly in making
strategic decisions and actions that have a broad impact. In practice, there are still
challenges, including ambiguity in the limits of authority, weak democratic
legitimacy since they are not directly elected by the people, dependency on the
central government, and potential hindrances to local government effectiveness.
From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, the presence of Pj and PIt is
justified as a form of governance mandate (amanah) to maintain stability,
continuity of government, public services, and public welfare (maslahah). The
limitation of authority is also aligned with the principles of justice,
trustworthiness, prevention of abuse of power, and public interest. However, these
restrictions must be applied proportionally so as not to hamper government
administration and community interests. Thus, it requires a clear definition of the
limits of authority, strengthening of legitimacy and oversight, as well as the
refinement of regulations so that government administration by Pj and Plt can take
place democratically, accountably, effectively, and oriented toward public
welfare.

Keywords: Acting Regional Head, Interim Regional Head, Authority,
Constitutional Law, Siyasah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan daerah dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia merupakan manifestasi dari prinsip negara kesatuan yang menganut
asas desentralisasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar
1945.1 Dalam kerangka tersebut, kepala daerah memiliki kedudukan strategis
sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis
melalui pemilihan kepala daerah. Hal ini juga dipertegas dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa kepala daerah
memegang kekuasaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Namun dalam praktik Kketatanegaraan, seringkali terjadi kekosongan
jabatan kepala daerah yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti
berakhirnya masa jabatan yang tidak bertepatan dengan jadwal pemilihan
serentak, maupun karena kepala daerah diberhentikan sementara akibat
tersangkut kasus hukum seperti tindak pidana korupsi.? Dalam kondisi
tersebut, pemerintah menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Daerah atau menetapkan
Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah guna menjamin keberlangsungan

pemerintahan.

! Tauda, Gunawan A, Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan
Republik Indonesia, Administrative Law and Governance Journal, Volume 1 Nomor 4 (2018), h.
413-435

2 Aurora, Nanda Tryana. Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menurut
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Perspektif Figh Siyasah, skripsi, Hukum Keluarga UINSSC, 2025
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Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah secara normatif diatur dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk
menunjuk pejabat dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk
pelaksanaan Pejabat Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah untuk
Pelaksana Tugas (PIt). Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah secara normatif
diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 khususnya Pasal 201
ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) yang memberikan kewenangan kepada
Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk menunjuk Penjabat Kepala Daerah
yang berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara itu,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kerangka umum
penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengaturan pelaksanaan
tugas kepala daerah dalam kondisi berhalangan sebagaimana diatur dalam
Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1). Dan berdasarkan Putusan No.
67/PUU-XIX/2021, Wajib Transparan dan Demokratis MK menegaskan
bahwa meskipun penunjukan Penjabat (Pj) adalah kewenangan pemerintah,
prosesnya harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel untuk
memenuhi prinsip demokrasi.

Keberadaan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah
tersebut menimbulkan sejumlah persoalan dalam perspektif hukum tata
negara. Pertama, dari aspek kedudukan, baik Penjabat (Pj) maupun Pelaksana
Tugas (PIt) tidak memiliki legitimasi demokratis langsung karena tidak dipilih

oleh rakyat, sehingga berpotensi menimbulkan problematika dalam prinsip



kedaulatan rakyat dan demokrasi.®> Hal ini menjadi semakin krusial ketika
masa jabatan Penjabat (Pj) berlangsung dalam waktu yang relatif lama akibat
penundaan atau keserentakan pemilihan kepala daerah.

Kedua, dari aspek kewenangan, terdapat ketidakjelasan batasan antara
kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah. Dalam
praktiknya, baik Penjabat (Pj) maupun Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah
seringkali dibatasi dalam mengambil keputusan strategis, seperti mutasi
pejabat, penetapan kebijakan anggaran, maupun kebijakan pembangunan
daerah.* Pembatasan tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 yang mengatur larangan penyalahgunaan wewenang, serta
berbagai kebijakan administratif dari pemerintah pusat. Namun, di sisi lain,
pembatasan ini justru berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan
otonomi daerah, karena kepala daerah sementara tidak dapat mengambil
keputusan penting yang dibutuhkan oleh daerah.

Ketiga, dalam konteks kepala daerah yang diberhentikan sementara
akibat kasus korupsi, muncul persoalan terkait stabilitas pemerintahan daerah.
Penunjukan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah dalam kondisi tersebut
seringkali hanya bersifat administratif dan terbatas, sehingga tidak mampu
menjawab kebutuhan pemerintahan yang dinamis. Selain itu, terdapat potensi

konflik kepentingan serta ketidaknetralan, terutama apabila pejabat yang

3 Pratama, Alfani Aldi, Insan Tajali Nur, and Poppilea Erwinta. Problematika
pengangkatan penjabat kepala daerah sebagai dampak penetapan pilkada serentak tahun 2024,
Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13 Nomor 01 (2024), h. 1-13

4 Suci Lastari, Pengisian Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Kantor Urusan Agama Menurut
Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, disertasi, Magister IImu Hukum, 2025
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ditunjuk memiliki kedekatan dengan pemerintah pusat atau kepentingan
politik tertentu.®

Keempat, dari perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik,
pembatasan kewenangan terhadap Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PlIt)

Kepala Daerah dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan asas efektivitas,

kepastian hukum, dan kemanfaatan. Di satu sisi, pembatasan dimaksudkan

untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, namun di sisi lain dapat
menghambat pelayanan publik dan pembangunan daerah yang seharusnya
tetap berjalan secara optimal.®

Beberapa kasus Penunjukan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt)

Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat, sebagai berikut:

1. Penetapan Pelaksana Tugas (PIt) kepala daerah pasca penangkapan Bupati
Bogor, Ade Yasin, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2022.
Dalam kasus tersebut, wakil bupati ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (PIt)
untuk menjalankan roda pemerintahan daerah. Secara normatif, Pelaksana
Tugas (PIt) memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak diperkenankan
mengambil kebijakan strategis, seperti mutasi pejabat atau perubahan
kebijakan anggaran yang signifikan. Namun dalam praktiknya, Pelaksana
Tugas (PIt) tetap menjalankan fungsi pemerintahan secara luas, sehingga

sulit dibedakan antara kewenangan administratif biasa dan kebijakan

> Buhar Hamja, Pemberhentian Kepala Daerah Di Era Demokrasilangsung: Dinamika,

Problematika, Dan Implikasiterhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerahdi Indonesia, Justisia-
Jurnal IImu Hukum, VVolume 24 Nomor 24 (2025)

® Kahlasi, Maria Margaretha Alacok, and Randy Vallentino Neonbeni, Analisis Yuridis

Batasan Kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dalam Perspektif Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik, Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara, Volume 1
Nomor 3 (2025), h. 177-183
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strategis. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma
hukum yang membatasi kewenangan Pelaksana Tugas (PIt) dengan realitas
praktik pemerintahan di daerah.’

Fenomena serupa juga terjadi dalam kasus penangkapan Gubernur
Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, yang mengakibatkan terjadinya
kekosongan jabatan kepala daerah dan pengisian sementara oleh pejabat
pengganti. Transisi kepemimpinan tersebut berdampak pada stabilitas
pemerintahan daerah, di mana terjadi perlambatan dalam pengambilan
kebijakan serta penurunan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan Pelaksana Tugas (PIt) atau
Penjabat (Pj) tidak sepenuhnya mampu menggantikan fungsi kepala
daerah definitif, terutama dalam hal legitimasi politik dan keberanian
dalam mengambil kebijakan strategis.®

Berdasarkan berbagai studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa

permasalahan utama dalam kedudukan dan kewenangan Penjabat (Pj) dan

Pelaksana Tugas (PIt) kepala daerah terletak pada ambiguitas pengaturan

hukum, lemahnya legitimasi demokratis, serta tidak sinkronnya antara norma

hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Pembatasan kewenangan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala

Daerah juga memiliki dasar dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,

khususnya Pasal 14 dan Pasal 15 yang mengatur bahwa pelaksanaan

wewenang melalui mandat tidak memberikan kewenangan penuh kepada

" https://en.wikipedia.org/wiki/Ade_Yasin?utm_source, diakses 01 Mei 2026
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Gatot_Pujo_Nugroho?utm_source, diakses 01 Mei 2026
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penerima mandat untuk mengambil keputusan strategis. Selain itu, Pasal 17
dan Pasal 18 menegaskan larangan penyalahgunaan wewenang, sehingga
pembatasan terhadap Pelaksana Tugas (PIt) dimaksudkan untuk mencegah
terjadinya tindakan melampaui kewenangan. Namun demikian, Pasal 22
memberikan ruang bagi pejabat pemerintahan untuk menggunakan diskresi
guna mengatasi stagnasi pemerintahan, yang menunjukkan bahwa dalam
kondisi tertentu Pelaksana Tugas (PIt) tetap dapat mengambil kebijakan
sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan.

Kemudian, Pembatasan kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Daerah
secara normatif tidak hanya didasarkan pada prinsip umum dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014, khususnya Pasal 15 ayat (1) yang melarang
pejabat penerima mandat mengambil keputusan strategis, serta Pasal 17 dan
Pasal 18 terkait larangan penyalahgunaan wewenang, tetapi juga diatur secara
lebih konkret dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023
khususnya dalam Pasal 15, dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa
Penjabat Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai, mengambil
kebijakan strategis, serta membuat keputusan yang berdampak luas tanpa
persetujuan pemerintah pusat. Pembatasan ini menunjukkan bahwa
kewenangan Penjabat Kepala Daerah tidak bersifat penuh sebagaimana kepala
daerah definitif, melainkan dibatasi untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan
mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif

terhadap kedudukan dan kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt)



Kepala Daerah dalam perspektif hukum tata negara. Kajian ini penting untuk
menilai apakah pengaturan yang ada telah memberikan kejelasan hukum serta
sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan otonomi daerah. Selain
itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam
merumuskan konsep ideal terkait pengisian jabatan kepala daerah dalam
kondisi transisional, agar tidak menghambat jalannya pemerintahan daerah
serta tetap menjunjung tinggi prinsip konstitusional dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia.

Dalam konteks perkembangan hukum tata negara Indonesia yang
semakin dinamis, persoalan mengenai kedudukan dan kewenangan Penjabat
(Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah tidak lagi dapat dipandang
semata-mata sebagai persoalan administratif, melainkan telah bergeser
menjadi isu konstitusional yang menyentuh prinsip legitimasi kekuasaan dan
efektivitas pemerintahan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang
cenderung menitikberatkan pada aspek normatif pembatasan kewenangan atau
legitimasi demokratis secara parsial, kajian ini melihat adanya ketegangan
struktural antara prinsip legalitas dan kebutuhan pragmatis dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketegangan tersebut tercermin dalam
praktik di mana Pj dan PIt di satu sisi dibatasi oleh regulasi untuk mencegah
penyalahgunaan wewenang, namun di sisi lain dituntut untuk tetap responsif
terhadap kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak dan strategis. Kondisi
ini menunjukkan adanya kekosongan konseptual dalam pengaturan hukum

yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi situasi transisional



pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan
integratif yang tidak hanya mengkaji aspek hukum positif, tetapi juga
mengaitkannya dengan perspektif Siyasah tanfidziyah, sehingga menghasilkan
analisis yang lebih komprehensif dalam menilai keseimbangan antara
pembatasan kekuasaan, legitimasi pemerintahan, dan kemaslahatan publik.
Dalam perspektif Siyasah tanfidziyah, pembatasan kewenangan
tersebut harus ditempatkan secara proporsional antara pencegahan
penyalahgunaan kekuasaan dan kebutuhan akan efektivitas pemerintahan.
Seorang pemimpin dalam Islam dituntut untuk mampu mengambil keputusan
yang cepat dan tepat demi kemaslahatan umat, sehingga pembatasan yang
berlebihan justru dapat bertentangan dengan prinsip maslahah.® Di sisi lain,
tanpa adanya pembatasan yang jelas, kekuasaan yang dipegang oleh Penjabat
(Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt) berpotensi disalahgunakan, terutama dalam
kondisi lemahnya legitimasi politik. Dalam konsep ini, pemimpin (ulil amri)
memegang amanah untuk menjalankan kekuasaan secara adil, transparan, dan
bertanggung jawab demi kemaslahatan umat.® Hal ini sejalan dengan firman

Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58:

/n}}}//

srixoswwwv.&}mj """ Lemd J‘wU\U:yd‘v_{jAb‘LU‘d\
Qe e O \Z&th/f‘issos O Shany U B0 1 BYN

Artinya: Sesungguhnya AIIah menyuruh kamu menyampaikan amanah
kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara
manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah

® Sari, Dea Jepita Sari, Albuhari Albuhari, Analisis Masa Jabatan Kepala Desa dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa Ditinjau dari Maslahah Mursalah, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2025
10 Zuhdi, Muhammad Harfin, Konsep kepemimpinan dalam perspektif Islam,
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam, Volume 19 Nomor 1 (2014), h. 35-57
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memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Namun ketaatan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan tetap harus
berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan. Dalam perspektif Siyasah
tanfidziyah, prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa kekuasaan harus
dijalankan dengan amanah dan tidak boleh disalahgunakan.*? Oleh karena itu,
muncul persoalan ketika Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala
Daerah tidak memiliki legitimasi langsung dari rakyat, sehingga berpotensi
bertentangan dengan prinsip musyawarah (syura) dalam Islam. Kurangnya
legitimasi ini juga dapat berdampak pada rendahnya kepercayaan publik serta
efektivitas dalam menjalankan pemerintahan.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan
pembatasan kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala
Daerah. Dalam hukum positif, pembatasan tersebut bertujuan untuk mencegah
penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014, khususnya mengenai larangan penyalahgunaan
wewenang dan pembatasan pengambilan keputusan strategis. Namun, dalam
praktiknya, pembatasan tersebut seringkali menghambat jalannya otonomi
daerah, terutama dalam pengambilan kebijakan penting yang berkaitan dengan

pelayanan publik dan pembangunan daerah.

11 https://quran.nu.or.id/an-nisa/58
12 Siddiqy, Farhan Abdullah Amir, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana, Tinjauan
Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia,
Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume 7 Nomor 5
(2025), h. 3190-3202
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Dalam perspektif Siyasah tanfidziyah, kondisi ini harus dilihat secara
proporsional antara prinsip pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dan
tuntutan kemaslahatan umat. Islam menekankan bahwa pemimpin harus
mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat demi kepentingan

masyarakat. Hal ini juga ditegaskan dalam kaidah figh siyasah:
bl bgin 4 ) e pLY) O e

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus
didasarkan pada kemaslahatan.*®

Lebih lanjut, dalam kasus kepala daerah yang diberhentikan sementara
akibat dugaan tindak pidana korupsi, keberadaan Pelaksana Tugas (Plt)
seringkali tidak mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal
karena keterbatasan kewenangan. Hal ini menimbulkan ketidakstabilan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan berpotensi merugikan masyarakat.
Dalam perspektif Siyasah tanfidziyah, kondisi ini menunjukkan belum
optimalnya implementasi prinsip amanah dan keadilan dalam pengelolaan
kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan dan
kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah tidak
hanya menjadi persoalan hukum positif, tetapi juga menyangkut nilai-nilai
fundamental dalam Siyasah tanfidziyah yang berlandaskan pada prinsip
amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian ini penting

untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam kedudukan dan kewenangan

13 https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-
berdasar-kemaslahatan-ewc\WJ
10



Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah dalam perspektif

hukum tata negara dan Siyasah tanfidziyah, serta untuk menilai apakah

pengaturan yang ada telah sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

Bedrasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan, maka penulis
tertarik mengangkat judul Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kewenangan
Penjabat (Pj) Dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Berdasarkan Hukum
Tata Negara Perspektif Siyasah tanfidziyah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kewenangan Penjabat (Pj)
Dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah Berdasarkan Hukum Tata
Negara?

2. Bagaimana Kajian Siyasah tanfidziyah terhadap Analisis Yuridis
Kedudukan Dan Kewenangan Penjabat (Pj) Dan Pelaksana Tugas (PIt)
Kepala Daerah Berdasarkan Hukum Tata Negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kewenangan
Penjabat (Pj) Dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah Berdasarkan
Hukum Tata Negara

2. Untuk Mengetahui Kajian Siyasah tanfidziyah terhadap Analisis Yuridis
Kedudukan Dan Kewenangan Penjabat (Pj) Dan Pelaksana Tugas (PIt)

Kepala Daerah Berdasarkan Hukum Tata Negara

11



D. Kegunaan Penelitian
1. Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan
sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara

(siyasah) yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Kedudukan Dan

Kewenangan Penjabat (Pj) Dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah

Berdasarkan Hukum Tata Negara Perspektif Siyasah tanfidziyah.

2. Praktis

a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi
khususnya mahasiswa Fakultas Syari’ah mengenai Analisis Yuridis
Kedudukan Dan Kewenangan Penjabat (Pj) Dan Pelaksana Tugas (PIt)
Kepala Daerah Berdasarkan Hukum Tata Negara Perspektif Siyasah
tanfidziyah.

b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam
menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Analisis
Yuridis Kedudukan Dan Kewenangan Penjabat (Pj) Dan Pelaksana
Tugas (PIt) Kepala Daerah Berdasarkan Hukum Tata Negara
Perspektif Siyasah tanfidziyah.

E. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan bagian penting untuk menunjukkan
posisi dan kebaruan penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian

yang relevan dengan kajian ini adalah sebagai berikut:
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1. Rizky Ananda dalam skripsinya yang berjudul “Kedudukan Penjabat
Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah” (Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 2021) menyimpulkan bahwa Penjabat Kepala Daerah
memiliki kewenangan administratif yang cukup luas, namun tetap dibatasi
terutama dalam pengambilan kebijakan strategis serta tidak memiliki
legitimasi politik langsung dari rakyat.4

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada
fokus kajian mengenai kedudukan dan kewenangan Penjabat Kepala
Daerah serta adanya pembatasan kewenangan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Adapun perbedaannya, penelitian tersebut hanya berfokus pada
Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam perspektif hukum positif, sedangkan
penelitian penulis mengkaji Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt) secara
bersamaan serta menggunakan pendekatan hukum tata negara dan Siyasah
tanfidziyah.

2. Dwi Putri Lestari dalam jurnal Jurnal Hukum lus Quia lustum, Vol. 29
No. 2 Tahun 2022, dengan judul “Pembatasan Kewenangan Pelaksana
Tugas (Plt) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” menjelaskan
bahwa Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah hanya menjalankan mandat
sehingga kewenangannya terbatas dan tidak diperkenankan mengambil

keputusan strategis.*®

14 Rizky Ananda, Kedudukan Penjabat Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan
Daerah, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021
15 Dwi Putri Lestari, Pembatasan Kewenangan Pelaksana Tugas (PIt) dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jurnal Hukum lus Quia lustum, Vol. 29 No. 2, 2022
13



Penelitian ini juga menyoroti bahwa pembatasan tersebut dapat
berdampak pada terhambatnya efektivitas pemerintahan daerah.
Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji
pembatasan kewenangan pejabat sementara dalam pemerintahan daerah
serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun perbedaannya, penelitian tersebut hanya berfokus pada
Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah dan tidak membahas aspek
legitimasi serta perspektif Siyasah tanfidziyah, sedangkan penelitian
penulis mengkaji Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt) secara
komprehensif serta mengintegrasikan perspektif hukum Islam.

3. Fajar Nugroho dalam jurnal Jurnal Konstitusi, Vol. 20 No. 1 Tahun 2023,
dengan judul “Legitimasi Penjabat Kepala Daerah dalam Perspektif
Demokrasi”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Penjabat
Kepala Daerah dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan
permasalahan dalam prinsip demokrasi karena tidak adanya legitimasi
langsung dari rakyat.*®

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-
sama mengkaji aspek legitimasi Penjabat Kepala Daerah dalam sistem
pemerintahan.

Adapun perbedaannya, penelitian tersebut hanya menggunakan

pendekatan demokrasi dan konstitusi, sedangkan penelitian penulis

16 Fajar Nugroho, Legitimasi Penjabat Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi, Jurnal
Konstitusi, Vol. 20 No. 1, 2023
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menambahkan perspektif Siyasah tanfidziyah serta mengkaji aspek
kewenangan dan pembatasannya secara lebih luas.
F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif
yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum
normatif (Normative Law Reaserch). Suatu kegiatan ilmiah, yang
berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang
bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan
cara menganalisisnya merupakan salah satun kegiatan Penelitian
hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih
detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan
pemecahan atas permasalahan tersebut.*’

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu
penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan
hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan
hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu
peristiwa hukum.®* Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk
memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah

benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut

17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia,
1986), h 42
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 36
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hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan
bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.
Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum
memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan
untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun pendekatan penelitian
yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa
pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute
Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan
Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum)
permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan
ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-
Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang

yang satu dengan Undang-Undang yang lain.*°

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a.

Sumber Data

Sumber-sumber  penelitian  hukum  dapat  dibedakan
menjadi dua sumber vyaitu penelitian yang berupa bahan-bahan
hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.?’ Jenis bahan

hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum

19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarata: Prenadamedia Group, 2005), h

20 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ..., h. 181
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primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:
1) Data Primer
Data primer yang digunakan terdiri dari peraturan
hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi,
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan
hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang
digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang
Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kewenangan Penjabat (Pj)
Dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah Berdasarkan
Hukum Tata Negara Perspektif Siyasah tanfidziyah, yakni:
1. Undang-Undang Dasar  Negara Republik  Indonesia
Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan  Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan
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5. Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
6. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XIX/2021
2) Data Sekunder
Data sekunder yang utama adalah buku teks karena buku
teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan
pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai
kualifikasi tinggi.?! Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder
yang digunakan meliputi:
(1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
(2) Jurnal ilmiah.
(3) Artikel ilmiah
3) Data Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, yaitu:
(1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum,
(2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang
berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.
b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

21 pPeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum...,h. 182
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Teknik pengumpulan bahan hukum adalah
dimaksudkan  untuk  memperoleh  bahan  hukum dalam
penelitian.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang
mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini
adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen
adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang
dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan
mempergunakan content analisys.?? Karena dalam penelitian
ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan
maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka
pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan
perundang-undangan  yang  mengkaji  isu yang  akan
dibahas.? Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan
teori  dengan  mengkaji dan  mempelajari  peraturan
perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip
dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik
yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh
Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan

hukum dianalisis menggunakan teknik Interprestasi Hukum atau

Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk

22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum..., h 21
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum..., h 21
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mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan.
Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara
penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti
apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan
sistematis, inteprestasi  tersebut penulis gunakan dalam
menganlisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna
menjelaskan ~ dan menyajikan hasil penelitian yang telah
penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan proposal skripsi ini
penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi
beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB |. Pendahuluan vyang terdiri dari Latar Belakang,
Rumusan  Masalah, Batasan Masalah, Tujuan  Penelitian, dan
Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan
Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-
bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan
sistematis.

BAB Il. BAB ini mencakup Teori Negara Hukum, Teori
Kewenangan, Teori Pembatasan Kekuasaan dan Teori Siyasah

tanfidziyah.
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BAB Ill. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan
hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistem matis
tentang Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kewenangan Penjabat (Pj)
Dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah Berdasarkan Hukum Tata
Negara Perspektif Siyasah tanfidziyah.

BAB 1V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan

Saran.
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BAB I
KAJIAN TEORI
A. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem
ketatanegaraan modern yang menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi
dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam
negara hukum, kekuasaan pemerintah tidak dapat dijalankan secara
sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada aturan hukum yang
berlaku. Konsep ini lahir sebagai bentuk penolakan terhadap sistem
kekuasaan absolut yang pernah berkembang dalam negara monarki. Dalam
konteks Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan secara eksplisit dalam
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan
negara, termasuk tindakan pejabat pemerintahan, harus didasarkan pada
hukum dan konstitusi. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen utama
dalam membatasi kekuasaan negara sekaligus melindungi hak-hak warga
negara.?

Konsep negara hukum pada dasarnya memiliki hubungan erat
dengan prinsip supremasi hukum (supremacy of law). Supremasi hukum
berarti bahwa hukum berada pada posisi tertinggi dalam sistem

ketatanegaraan sehingga tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum.

2 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), h. 55
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Menurut A.V. Dicey, negara hukum memiliki tiga unsur penting, yaitu
supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (equality before the law),
dan perlindungan hak-hak individu melalui konstitusi.?®> Dalam praktik
ketatanegaraan Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam mekanisme
pengawasan terhadap tindakan pemerintah melalui lembaga peradilan
maupun lembaga pengawasan lainnya. Oleh karena itu, setiap pejabat
negara, termasuk Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah,
wajib menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Negara hukum juga berkaitan erat dengan prinsip legalitas yang
menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar
hukum yang jelas. Prinsip legalitas menjadi landasan penting dalam
hukum administrasi negara karena tanpa dasar hukum, suatu tindakan
pemerintahan dapat dianggap batal demi hukum. Dalam konteks
pemerintahan daerah, pengangkatan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas
(PIt) Kepala Daerah harus memiliki dasar hukum yang tegas agar memiliki
legitimasi konstitusional. Ketentuan mengenai pengangkatan Penjabat
Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya pengaturan

tersebut, maka tindakan pemerintah dalam mengangkat pejabat sementara

% Asshiddigie, Jimly, Gagasan negara hukum Indonesia, Makalah Disampaikan dalam
Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Volume 1 (2011), h. 2
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memiliki legitimasi hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip negara
hukum.2®

Menurut Friedrich Julius Stahl, konsep negara hukum (rechtsstaat)
memiliki empat unsur utama, yaitu perlindungan hak asasi manusia,
pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan
adanya peradilan administrasi negara.?’” Keempat unsur tersebut menjadi
indikator penting dalam menilai apakah suatu negara telah menerapkan
prinsip negara hukum secara ideal. Dalam konteks Indonesia, unsur-unsur
tersebut dapat dilihat melalui keberadaan lembaga-lembaga negara yang
menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, seperti Mahkamah
Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Ombudsman Republik Indonesia.
Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan
pemerintah tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh hukum dan
mekanisme pengawasan konstitusional.

Jimly Asshiddigie menjelaskan bahwa negara hukum Indonesia
tidak hanya mengadopsi konsep rechtsstaat dari tradisi Eropa Kontinental,
tetapi juga mengintegrasikan prinsip rule of law dari tradisi Anglo
Saxon.? Hal ini menyebabkan konsep negara hukum Indonesia memiliki
karakteristik tersendiri yang menekankan keseimbangan antara kepastian
hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, negara hukum

Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

89

27 Friedrich Julius Stahl, Philosophy of Law, diterjemahkan, (Jakarta: Gramedia, 2004), h.

28 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, ..., h. 56
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Oleh karena itu, penerapan hukum tidak hanya bertujuan menciptakan
ketertiban, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan sosial dan
kemanusiaan. Dengan demikian, konsep negara hukum di Indonesia
memiliki dimensi normatif sekaligus filosofis.

Prinsip pembatasan kekuasaan merupakan unsur penting dalam
negara hukum. Kekuasaan yang tidak dibatasi berpotensi melahirkan
tindakan otoriter dan penyalahgunaan wewenang. Montesquieu dalam
teorinya mengenai separation of powers menegaskan bahwa kekuasaan
negara harus dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan.?® Dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia, pembatasan kekuasaan diwujudkan melalui
mekanisme checks and balances antar lembaga negara. Prinsip ini juga
berlaku dalam pemerintahan daerah, termasuk terhadap kewenangan
Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah yang dibatasi agar
tidak menyalahgunakan kekuasaan selama menjalankan tugas
pemerintahan.

Selain pembatasan kekuasaan, negara hukum juga menuntut
adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam negara hukum,
pemerintah wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak
warga negara. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui peraturan
perundang-undangan maupun mekanisme peradilan yang memberikan

jaminan terhadap keadilan hukum. Dalam konteks pemerintahan daerah,

2% Montesquieu, The Spirit of Laws, diterjemahkan, (Bandung: Nusa Media, 2013), h. 67
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kebijakan yang diambil oleh kepala daerah maupun pejabat sementara
harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat, khususnya hak
memperoleh pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, pembatasan
kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah tidak
boleh sampai menghambat pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan
pemerintahan dan pembangunan daerah.

Negara hukum juga menghendaki adanya kepastian hukum dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Kepastian hukum diperlukan agar
masyarakat mengetahui batas hak dan kewajibannya serta memperoleh
perlindungan dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dalam praktik
pemerintahan daerah, kepastian hukum sangat penting terutama terkait
pengaturan kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala
Daerah. Ketidakjelasan pengaturan mengenai batas kewenangan pejabat
sementara dapat menimbulkan konflik kewenangan dan menghambat
efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang jelas
dan tegas menjadi kebutuhan mendasar dalam mewujudkan prinsip negara
hukum yang efektif.*

Dalam perspektif hukum tata negara, konsep negara hukum juga
berkaitan dengan prinsip demokrasi. Negara hukum dan demokrasi
merupakan dua konsep yang saling melengkapi karena hukum diperlukan
untuk mengatur jalannya demokrasi, sedangkan demokrasi diperlukan agar

hukum tidak digunakan secara represif oleh penguasa. Dalam konteks

%0 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 98
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pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, muncul persoalan karena
pejabat tersebut tidak dipilin secara langsung oleh rakyat. Kondisi ini
menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi demokratis pejabat
sementara dalam menjalankan pemerintahan daerah. Namun demikian,
secara hukum pengangkatan tersebut tetap sah karena dilakukan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep negara hukum di Indonesia juga berkaitan erat dengan
asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Asas-asas tersebut
meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas tidak
menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, dan asas kepentingan
umum.®* Asas-asas tersebut menjadi pedoman bagi pejabat pemerintahan
dalam menjalankan kewenangannya. Dalam konteks Penjabat (Pj) dan
Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah, penerapan asas-asas tersebut sangat
penting agar pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip
keadilan dan tidak merugikan masyarakat.

Negara hukum juga menempatkan peradilan sebagai instrumen
utama dalam menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan lembaga
peradilan memungkinkan masyarakat untuk mengajukan gugatan apabila
terdapat tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum. Dalam
sistem hukum Indonesia, sengketa administrasi pemerintahan dapat
diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mekanisme ini

menunjukkan bahwa tindakan pejabat pemerintahan, termasuk kepala

31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
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daerah maupun pejabat sementara, dapat diuji legalitasnya melalui jalur
hukum. Dengan demikian, prinsip negara hukum memberikan
perlindungan kepada masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya
tindakan sewenang-wenang pemerintah.

Dalam perkembangannya, konsep negara hukum modern tidak
hanya menekankan aspek formal berupa kepatuhan terhadap undang-
undang, tetapi juga aspek substantif berupa terciptanya keadilan sosial.
Negara hukum modern menuntut agar hukum tidak hanya menjadi alat
legitimasi kekuasaan, tetapi juga sarana untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, hal ini berarti bahwa
keberadaan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah harus
mampu menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan pembangunan
daerah secara optimal. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan terhadap
pejabat sementara harus dilakukan secara proporsional agar tidak
menghambat kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa negara hukum
merupakan konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
yang menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Konsep tersebut mencakup prinsip supremasi hukum,
pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum,
dan pemerintahan yang demokratis. Dalam konteks penelitian ini, teori
negara hukum menjadi landasan penting untuk menganalisis kedudukan

dan kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah
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agar pelaksanaan pemerintahan daerah tetap berjalan sesuai dengan prinsip
konstitusi, demokrasi, dan kemaslahatan masyarakat.
B. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan salah satu teori penting dalam
hukum administrasi negara yang digunakan untuk menjelaskan dasar sah
atau tidaknya tindakan pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi
pemerintahan. Dalam sistem negara hukum, setiap tindakan pemerintah
harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan. Tanpa adanya kewenangan, maka tindakan pejabat
pemerintahan dapat dianggap melanggar hukum dan batal demi hukum.
Oleh karena itu, kewenangan menjadi dasar legitimasi bagi pemerintah
dalam menjalankan tugas dan fungsi kenegaraan. Dalam konteks
pemerintahan daerah, teori kewenangan sangat penting untuk menganalisis
kedudukan dan batas kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt)
Kepala Daerah agar pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan sesuai
prinsip legalitas.®?

Secara etimologis, kewenangan berasal dari kata “wenang” yang
berarti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Dalam hukum
administrasi negara, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan formal yang
diberikan oleh undang-undang kepada pejabat atau badan pemerintahan
untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Menurut Philipus M. Hadjon,

kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang dimiliki oleh organ

32 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 99
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pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum publik.®® Dengan
demikian, kewenangan tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan semata,
tetapi juga menyangkut legalitas penggunaan kekuasaan tersebut. Artinya,
setiap tindakan pejabat pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang
jelas dan tidak boleh dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan.

Dalam teori hukum administrasi negara, kewenangan memiliki
hubungan erat dengan prinsip legalitas. Prinsip legalitas menegaskan
bahwa pemerintah hanya dapat bertindak apabila terdapat dasar hukum
yang memberikan kewenangan kepadanya. Prinsip ini menjadi pembeda
utama antara tindakan pemerintah dalam hukum publik dan tindakan
individu dalam hukum privat. Apabila masyarakat pada umumnya bebas
melakukan segala sesuatu sepanjang tidak dilarang oleh hukum, maka
pemerintah justru hanya dapat melakukan tindakan yang diperbolehkan
oleh hukum. Oleh karena itu, setiap bentuk tindakan pemerintahan harus
memiliki legitimasi normatif yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan.®*

Menurut Ridwan HR, kewenangan dalam hukum administrasi
negara diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.>®
Ketiga sumber kewenangan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.
Atribusi merupakan pemberian kewenangan yang bersumber langsung dari

undang-undang kepada suatu lembaga atau pejabat negara. Delegasi

33 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah

Mada University Press, 2005), h. 130
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3 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h.

% Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, ..., h. 101
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merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada
pejabat yang lebih rendah disertai dengan tanggung jawab pelaksanaan
kewenangan tersebut. Sementara itu, mandat merupakan pelimpahan
wewenang untuk bertindak atas nama pejabat pemberi mandat tanpa
mengalihkan tanggung jawab. Dalam konteks pemerintahan daerah,
Penjabat (Pj) Kepala Daerah memperoleh kewenangan berdasarkan
penunjukan pemerintah pusat, sedangkan Pelaksana Tugas (PIt)
menjalankan kewenangan melalui mekanisme mandat.

Kewenangan atribusi merupakan bentuk kewenangan yang paling
utama karena bersumber langsung dari konstitusi atau undang-undang.
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, atribusi kewenangan kepada kepala
daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Kepala daerah memiliki kewenangan untuk
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, menetapkan
kebijakan daerah, menyusun anggaran, dan menjalankan fungsi pelayanan
publik. Namun dalam kondisi tertentu, ketika terjadi kekosongan jabatan
kepala daerah, pemerintah dapat menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Daerah
untuk menjalankan fungsi pemerintahan sementara. Penunjukan tersebut
tetap harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan agar memiliki
legitimasi hukum yang sah.®

Delegasi kewenangan merupakan pelimpahan kewenangan dari

pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Dalam

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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delegasi, tanggung jawab pelaksanaan kewenangan berpindah kepada
penerima delegasi. Delegasi biasanya dilakukan untuk mempercepat
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan mengurangi penumpukan
tugas pada pejabat tertentu. Dalam praktik pemerintahan daerah, delegasi
kewenangan sering dilakukan oleh kepala daerah kepada pejabat perangkat
daerah guna memperlancar administrasi pemerintahan. Namun demikian,
delegasi tidak dapat dilakukan terhadap seluruh kewenangan, terutama
kewenangan strategis yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang
harus dijalankan langsung oleh pejabat yang bersangkutan.®’

Berbeda dengan delegasi, mandat merupakan pelimpahan
kewenangan yang tidak disertai perpindahan tanggung jawab. Dalam
mandat, penerima mandat hanya menjalankan kewenangan atas nama
pemberi mandat, sedangkan tanggung jawab hukum tetap berada pada
pemberi mandat. Dalam konteks pemerintahan daerah, Pelaksana Tugas
(Plt) Kepala Daerah pada dasarnya menjalankan kewenangan berdasarkan
mandat administratif. Oleh karena itu, kewenangan Plt bersifat terbatas
dan tidak sepenuhnya sama dengan kepala daerah definitif. Pembatasan
tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan
wewenang serta menjaga stabilitas pemerintahan daerah selama masa
transisi kepemimpinan.®

Kewenangan dalam hukum administrasi negara juga berkaitan erat

dengan asas spesialitas. Asas spesialitas mengandung makna bahwa suatu

37 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Yogyakarta: FH Ull Press, 2003), h. 57
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kewenangan hanya dapat digunakan sesuai tujuan dan ruang lingkup yang
telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian,
pejabat pemerintahan tidak boleh menggunakan kewenangannya di luar
tujuan yang telah ditetapkan. Apabila suatu kewenangan digunakan untuk
tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, maka tindakan tersebut
dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (detournement de
pouvoir). Dalam konteks Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala
Daerah, penggunaan kewenangan harus tetap berada dalam koridor
kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.*®

Penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk
pelanggaran terhadap prinsip negara hukum. Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa pejabat
pemerintahan dilarang melampaui  wewenang, ~mencampuradukkan
wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.* Ketentuan tersebut
menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan harus dilakukan secara hati-
hati dan bertanggung jawab. Dalam praktik pemerintahan daerah,
pembatasan kewenangan terhadap Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt)
Kepala Daerah dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan,
khususnya dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak luas
terhadap pemerintahan daerah.

Teori kewenangan juga berkaitan dengan konsep diskresi dalam

pemerintahan. Diskresi merupakan kewenangan pejabat pemerintahan

39 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, ... h. 145
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untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu ketika peraturan
perundang-undangan tidak mengatur secara jelas atau terjadi kekosongan
hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, diskresi dapat
digunakan untuk mengatasi stagnasi pemerintahan demi kepentingan
umum.*t Dalam konteks pemerintahan daerah, Penjabat (Pj) maupun
Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah dalam kondisi tertentu dapat
menggunakan diskresi untuk menjaga kelancaran pemerintahan dan
pelayanan publik. Namun penggunaan diskresi tetap harus memperhatikan
prinsip kehati-hatian dan tidak boleh bertentangan dengan hukum.

Selain itu, kewenangan juga memiliki hubungan erat dengan
tanggung jawab jabatan. Setiap penggunaan kewenangan oleh pejabat
pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum,
administratif, maupun moral. Dalam sistem negara hukum, tidak ada
kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pejabat
pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya dapat dikenai
sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan hukum yang
berlaku. Prinsip pertanggungjawaban ini menjadi instrumen penting dalam
mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, persoalan kewenangan
Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah sering
menimbulkan perdebatan, terutama terkait batas pengambilan keputusan

strategis. Di satu sisi, pembatasan kewenangan diperlukan untuk

41 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
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mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat sementara yang tidak
memiliki legitimasi politik langsung dari rakyat. Namun di sisi lain,
pembatasan yang terlalu ketat dapat menghambat efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan
adanya ketegangan antara prinsip pembatasan kekuasaan dan kebutuhan
efektivitas pemerintahan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Bagir Manan, kewenangan pemerintahan pada dasarnya
tidak hanya dipahami sebagai hak untuk bertindak, tetapi juga sebagai
kewajiban untuk menjalankan fungsi pemerintahan demi kepentingan
masyarakat.*? Dengan demikian, penggunaan kewenangan harus diarahkan
untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu melindungi masyarakat dan
menciptakan kesejahteraan umum. Dalam konteks pemerintahan daerah,
kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah harus
digunakan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan menjamin pelayanan
publik tetap berjalan dengan baik selama masa transisi kepemimpinan.

Kewenangan juga memiliki hubungan erat dengan asas efektivitas
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah diberikan kewenangan
agar dapat menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal. Oleh
karena itu, penggunaan kewenangan harus mampu menciptakan
pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Dalam praktiknya, keterbatasan kewenangan Penjabat (Pj)

dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah seringkali menyebabkan

42 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, ... h. 61
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lambatnya  pengambilan  keputusan  strategis, terutama terkait
pembangunan daerah dan kebijakan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa
pengaturan kewenangan pejabat sementara perlu dirumuskan secara lebih
jelas agar tidak menghambat jalannya pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa teori
kewenangan merupakan landasan penting dalam hukum administrasi
negara untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan pejabat
pemerintahan. Kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan
mandat yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Dalam
konteks penelitian ini, teori kewenangan digunakan untuk menganalisis
kedudukan serta batas kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas
(PIt) Kepala Daerah agar pelaksanaan pemerintahan daerah tetap berjalan
sesuai prinsip legalitas, kepastian hukum, dan efektivitas pemerintahan.

C. Teori Pembatasan Kekuasaan

Teori pembatasan kekuasaan merupakan salah satu teori
fundamental dalam hukum tata negara yang lahir sebagai respons terhadap
praktik kekuasaan absolut yang pernah berkembang dalam sistem monarki.
Pada masa kekuasaan absolut, penguasa memiliki kewenangan yang tidak
terbatas sehingga seringkali menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan
penindasan terhadap rakyat. Oleh karena itu, muncul pemikiran bahwa
kekuasaan negara harus dibatasi agar tidak disalahgunakan. Dalam konsep
negara hukum modern, pembatasan kekuasaan menjadi syarat utama untuk

menjamin perlindungan hak asasi manusia, menciptakan pemerintahan
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yang adil, dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dengan
kebebasan warga negara.*® Dengan demikian, pembatasan kekuasaan tidak
dimaksudkan untuk melemahkan pemerintah, melainkan untuk
memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai hukum dan kepentingan
masyarakat.

Menurut Montesquieu, kekuasaan yang terpusat pada satu pihak
berpotensi menimbulkan tirani. Oleh karena itu, ia mengemukakan teori
pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang membagi kekuasaan
negara ke dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif.** Pemisahan tersebut bertujuan agar tidak terjadi pemusatan
kekuasaan pada satu lembaga atau satu orang. Dalam sistem
ketatanegaraan modern, teori Montesquieu menjadi dasar lahirnya
mekanisme checks and balances, yaitu sistem saling mengawasi dan
mengimbangi antar lembaga negara. Di Indonesia, prinsip tersebut
tercermin dalam pembagian kewenangan antara Presiden, DPR, dan
lembaga peradilan yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan
tersendiri berdasarkan konstitusi.

Pembatasan kekuasaan dalam negara hukum juga berkaitan erat
dengan prinsip supremasi hukum. Dalam negara hukum, hukum
ditempatkan sebagai kekuasaan tertinggi sehingga seluruh tindakan
pemerintah harus tunduk pada hukum. Dengan demikian, kekuasaan

pemerintah tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh peraturan

4 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar
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perundang-undangan yang Dberlaku. Menurut Jimly Asshiddigie,
pembatasan kekuasaan merupakan ciri utama negara konstitusional karena
konstitusi berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan negara.*® Oleh
karena itu, setiap pejabat pemerintahan wajib  menjalankan
kewenangannya sesuai batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum dan
konstitusi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembatasan kekuasaan
ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Konstitusi mengatur pembagian kewenangan antar lembaga
negara sekaligus memberikan batas terhadap penggunaan kekuasaan
tersebut. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, misalnya, tidak
dapat menjalankan kekuasaannya secara mutlak karena harus tunduk pada
mekanisme pengawasan DPR serta putusan lembaga peradilan.*® Begitu
pula dalam pemerintahan daerah, kepala daerah dan pejabat sementara
seperti Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah juga
dibatasi oleh peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi
penyalahgunaan kewenangan.

Pembatasan kekuasaan juga berkaitan dengan perlindungan hak
asasi manusia. Kekuasaan yang tidak dibatasi dapat mengancam
kebebasan dan hak-hak masyarakat karena pemerintah berpotensi
bertindak secara represif. Oleh sebab itu, negara hukum menempatkan hak

asasi manusia sebagai bagian penting yang harus dijamin dan dilindungi

4 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, ... h. 58
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olen negara. Dalam konteks pemerintahan daerah, pembatasan
kewenangan kepala daerah maupun pejabat sementara bertujuan agar
kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat dan tetap
menghormati hak-hak warga negara. Dengan demikian, pembatasan
kekuasaan tidak hanya berfungsi mengontrol pemerintah, tetapi juga
melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.

Menurut John Locke, pembatasan kekuasaan diperlukan untuk
menjaga kebebasan individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan
oleh penguasa.*’ Locke menekankan bahwa pemerintah memperoleh
kekuasaan dari rakyat melalui kontrak sosial sehingga penggunaan
kekuasaan harus tetap berada dalam batas yang disepakati. Apabila
pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya, maka rakyat memiliki hak
untuk melakukan pengawasan dan bahkan mengganti pemerintah tersebut.
Pemikiran Locke tersebut menjadi dasar berkembangnya prinsip
demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi dalam negara.

Dalam praktik pemerintahan modern, pembatasan kekuasaan tidak
hanya dilakukan melalui pembagian kekuasaan, tetapi juga melalui
mekanisme pengawasan administratif dan yudisial. Pengawasan
administratif dilakukan oleh lembaga internal pemerintah maupun lembaga
independen seperti Ombudsman Republik Indonesia. Sementara itu,

pengawasan Yyudisial dilakukan oleh lembaga peradilan melalui

47 John Locke, Two Treatises of Government, diterjemahkan, (Jakarta: Pustaka Pelajar,
2002), h. 88
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mekanisme pengujian tindakan pemerintah. Dalam sistem hukum
Indonesia, tindakan pejabat pemerintahan dapat diuji melalui Peradilan
Tata Usaha Negara apabila dianggap melanggar hukum atau merugikan
masyarakat.”® Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan
pemerintah tidak bersifat mutlak dan selalu dapat dikontrol melalui
instrumen hukum.

Teori pembatasan kekuasaan juga memiliki hubungan erat dengan
asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Asas-asas tersebut
berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan
kewenangannya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Beberapa asas
penting dalam AUPB meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan,
asas proporsionalitas, asas akuntabilitas, dan asas tidak menyalahgunakan
kewenangan.*® Dalam konteks pemerintahan daerah, Penjabat (Pj) dan
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah harus menjalankan kewenangannya
sesuai asas-asas tersebut agar kebijakan yang diambil tetap mencerminkan
prinsip keadilan dan kepentingan umum.

Pembatasan kekuasaan terhadap Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas
(Plt) Kepala Daerah secara normatif diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan melarang pejabat pemerintahan melakukan

penyalahgunaan wewenang, melampaui kewenangan, maupun bertindak

4 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 120
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sewenang-wenang.*® Selain itu, Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 juga
mengatur pembatasan kewenangan Penjabat Kepala Daerah, seperti
larangan melakukan mutasi pegawai dan mengambil kebijakan strategis
tanpa persetujuan pemerintah pusat. Pembatasan tersebut bertujuan
menjaga stabilitas pemerintahan daerah selama masa transisi
kepemimpinan.

Namun demikian, pembatasan kekuasaan dalam praktiknya sering
menimbulkan persoalan efektivitas pemerintahan. Di satu sisi, pembatasan
diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat
sementara yang tidak memiliki legitimasi politik langsung dari rakyat.
Akan tetapi di sisi lain, pembatasan yang terlalu ketat dapat menghambat
jalannya pemerintahan daerah, terutama dalam pengambilan keputusan
strategis yang mendesak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya
ketegangan antara prinsip pembatasan kekuasaan dan kebutuhan
efektivitas pemerintahan dalam praktik administrasi negara.

Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan negara pada dasarnya harus
dibatasi agar tidak berkembang menjadi alat penindasan terhadap rakyat.>!
Oleh karena itu, konstitusi dan hukum berfungsi sebagai instrumen
pengendali kekuasaan negara. Dalam negara demokrasi, pembatasan
kekuasaan juga diwujudkan melalui mekanisme partisipasi masyarakat dan
kebebasan pers yang memungkinkan adanya kritik terhadap kebijakan

pemerintah. Dengan demikian, pembatasan kekuasaan tidak hanya

%0 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
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2008), h. 52
41



dilakukan melalui lembaga negara, tetapi juga melalui kontrol sosial dari
masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pembatasan kekuasaan juga
berkaitan dengan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan
kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahannya sendiri. Namun kewenangan tersebut tetap memiliki
batas agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan
hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah pusat tetap memiliki
kewenangan  melakukan  pengawasan = terhadap  penyelenggaraan
pemerintahan daerah, termasuk terhadap Penjabat (Pj) dan Pelaksana
Tugas (Plt) Kepala Daerah.

Selain itu, pembatasan kekuasaan memiliki fungsi penting dalam
menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas berarti bahwa
setiap penggunaan kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat dan hukum. Dalam sistem pemerintahan modern, pejabat
negara tidak hanya bertanggung jawab secara politik, tetapi juga secara
hukum dan administratif. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan
oleh pejabat pemerintahan harus dapat diuji legalitas dan tujuannya.
Prinsip akuntabilitas ini menjadi salah satu instrumen penting dalam
mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam perkembangannya, teori pembatasan kekuasaan juga
berkaitan dengan konsep good governance atau tata kelola pemerintahan

yang baik. Good governance menekankan pentingnya transparansi,
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akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan.? Pemerintahan yang baik tidak hanya membutuhkan
kekuasaan yang efektif, tetapi juga kekuasaan yang terkendali dan
bertanggung jawab. Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan harus
ditempatkan secara proporsional agar pemerintah tetap mampu
menjalankan fungsi pelayanan publik tanpa melanggar prinsip negara
hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa teori
pembatasan kekuasaan merupakan teori yang sangat penting dalam sistem
negara hukum dan demokrasi. Pembatasan kekuasaan bertujuan mencegah
penyalahgunaan wewenang, melindungi hak-hak masyarakat, serta
menciptakan pemerintahan yang adil dan akuntabel. Dalam konteks
penelitian ini, teori pembatasan kekuasaan digunakan untuk menganalisis
pembatasan kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala
Daerah agar pelaksanaan pemerintahan daerah tetap berjalan sesuai prinsip
legalitas, efektivitas, dan kepentingan umum.

D. Teori Siyasah tanfidziyah
Siyasah tanfidziyah merupakan salah satu konsep penting dalam figh
siyasah yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam
pemerintahan. Istilah ini merujuk pada fungsi pemerintah dalam menjalankan
kebijakan, menegakkan hukum, serta mengatur kehidupan masyarakat agar

berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini,
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pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga
sebagai pelaksana yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap aturan
yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara efektif.>

Menurut Muhammad Igbal, Siyasah tanfidziyah adalah bagian dari
sistem pemerintahan Islam yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan
negara oleh pemimpin atau lembaga eksekutif. Dalam pelaksanaannya,
kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan untuk mengatur administrasi
pemerintahan, mengawasi jalannya kebijakan, serta memastikan bahwa setiap
aparatur negara menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal ini menunjukkan bahwa fungsi eksekutif dalam Islam memiliki peran
yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan ketertiban pemerintahan.>*

Konsep Siyasah tanfidziyah juga menekankan pentingnya prinsip
amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap pejabat atau aparatur
negara dipandang sebagai pemegang amanah yang harus menjalankan
tugasnya dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Amanah
tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral
dan spiritual, karena setiap tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara akan
dipertanggungjawabkan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah
SWT.%®

Selain prinsip amanah, Siyasah tanfidziyah juga menekankan prinsip

keadilan (‘adalah) dalam pelaksanaan kekuasaan. Pemerintah wajib bertindak

53 A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
Syariah (Jakarta: Kencana, 2003), h. 112
% Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta:
Kencana, 2014), h. 180
% Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 275
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adil dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil, termasuk dalam
penegakan hukum terhadap aparatur negara yang melakukan pelanggaran.
Keadilan ini harus ditegakkan tanpa adanya diskriminasi, sehingga setiap
individu diperlakukan sama di hadapan hukum. Dengan demikian, prinsip
keadilan menjadi landasan utama dalam menciptakan pemerintahan yang
berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat.>®

Siyasah tanfidziyah juga berkaitan erat dengan prinsip kemaslahatan
(maslahah), yaitu bahwa setiap kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaidah figh disebutkan bahwa
kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan
umum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus
memberikan manfaat bagi masyarakat serta menghindari hal-hal yang dapat
merugikan kepentingan publik.®’

Dalam konteks pengawasan, Siyasah tanfidziyah mengenal konsep
hisbah sebagai mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan norma hukum dan
moral dalam masyarakat. Lembaga hisbah bertugas untuk mengawasi perilaku
aparatur dan masyarakat agar tetap sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.
Fungsi ini  menunjukkan bahwa dalam sistem pemerintahan Islam,

pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan

% A. Djazuli, Figh Siyasah ..., h. 115
5" A. Djazuli, Figh Siyasah ..., h. 120
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kekuasaan eksekutif, guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan
sosial.®®

Selain itu, Siyasah tanfidziyah juga menekankan pentingnya
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap tindakan
pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada
masyarakat. Akuntabilitas ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan wewenang serta memastikan bahwa kekuasaan digunakan
untuk kepentingan publik. Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat dapat
melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan sehingga tercipta
hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat.>®

Prinsip profesionalitas juga menjadi bagian penting dalam Siyasah
tanfidziyah. Aparatur negara dituntut untuk memiliki kompetensi dan
kemampuan dalam menjalankan tugasnya, sehingga kebijakan yang
dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Profesionalitas ini
mencerminkan kualitas sumber daya manusia dalam pemerintahan serta
menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan negara. Oleh
karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap aparatur memiliki
kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.®°

Dalam penerapannya pada sistem pemerintahan modern, konsep
Siyasah tanfidziyah dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip good

governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Hal ini

%8 Fuadi, Fajriatul, Pengawasan kekuasaan eksekutif oleh lembaga legislatif dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dan prinsip hisbah dalam Islam, MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan
Ketatanegaraan Islam, Volume 15 Nomor 1 (2025), h. 67-76

59 Muhammad Igbal, Figh Siyasah ..., h. 185

60 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu ..., h. 280
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menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Siyasah tanfidziyah
memiliki relevansi yang kuat dengan konsep pemerintahan modern. Dengan
mengintegrasikan kedua konsep tersebut, diharapkan dapat tercipta sistem
pemerintahan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga
berlandaskan nilai moral dan etika.®!

Dengan demikian, Siyasah tanfidziyah merupakan konsep yang
menekankan pentingnya pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang berlandaskan
pada prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, akuntabilitas, dan
profesionalitas. Konsep ini memberikan kerangka normatif bagi pemerintah
dalam menjalankan tugasnya serta menjadi pedoman dalam menjaga integritas
aparatur negara. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan
penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara optimal serta mampu
mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.%?

Siyasah tanfidziyah merupakan salah satu bagian penting dalam kajian
figh siyasah yang membahas tentang pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam
sistem pemerintahan Islam. Secara etimologis, kata siyasah berasal dari bahasa
Arab yaitu sasa-yasusu-siyasatan yang berarti mengatur, mengurus, atau
memimpin. Sementara kata tanfidziyah berasal dari kata tanfidz yang berarti
pelaksanaan atau eksekusi. Dengan demikian, Siyasah tanfidziyah dapat
dipahami sebagai konsep pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan oleh

lembaga eksekutif dalam menjalankan kebijakan negara sesuai dengan

61 Zespy Ria Refvita. Tinjauan Figih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di
Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara), Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2023

62 A. Djazuli, Figh Siyasah ..., h. 130

47



prinsip-prinsip syariat Islam.®® Dalam konteks ketatanegaraan, Siyasah
tanfidziyah berkaitan erat dengan fungsi pemimpin atau pemerintah dalam
menjalankan amanah kekuasaan demi terciptanya kemaslahatan masyarakat.

Dalam perspektif figh siyasah, kekuasaan pemerintahan bukan hanya
dipandang sebagai hak politik semata, tetapi juga merupakan amanah yang
harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat. Oleh
karena itu, seorang pemimpin wajib menjalankan pemerintahan secara adil,
jujur, dan bertanggung jawab. Menurut Muhammad Igbal, Siyasah tanfidziyah
merupakan bagian dari sistem pemerintahan Islam yang menitikberatkan pada
pelaksanaan hukum, kebijakan publik, dan pengelolaan administrasi negara
oleh lembaga eksekutif.** Pemerintah dalam konsep ini memiliki kewajiban
untuk menjaga stabilitas negara, memberikan pelayanan kepada masyarakat,
serta memastikan hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi.

Konsep Siyasah tanfidziyah memiliki hubungan erat dengan prinsip
kepemimpinan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, pemimpin disebut sebagai
ulil amri, vyaitu pihak yang diberikan amanah untuk mengatur urusan
masyarakat. Ketaatan kepada pemimpin dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah

An-Nisa ayat 59:
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6 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Kencana, 2014), h. 177
6 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, ...h. 180
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah

Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di

antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika
kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih
baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).®®

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pemimpin memiliki
kedudukan penting dalam menjaga keteraturan kehidupan masyarakat. Namun
demikian, ketaatan kepada pemimpin tidak bersifat mutlak karena pemimpin
tetap wajib menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip keadilan dan
syariat Islam. Apabila kekuasaan dijalankan secara zalim atau bertentangan
dengan hukum Allah, maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Dalam konsep Siyasah tanfidziyah, pemimpin memiliki kewajiban
utama untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Pemerintahan dibentuk bukan
untuk kepentingan penguasa, tetapi untuk melayani masyarakat dan
menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang

diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip kemanfaatan dan

kepentingan umum. Kaidah figh siyasah menyebutkan:
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Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus

didasarkan pada kemaslahatan.%®

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa seluruh tindakan pemerintah
harus diarahkan demi kepentingan masyarakat, bukan demi kepentingan

pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks pemerintahan modern, prinsip

8 https://quran.nu.or.id/an-nisa/59
66 https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-
berdasar-kemaslahatan-ewc\WJ
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tersebut sejalan dengan konsep good governance yang menekankan pelayanan
publik dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pemerintahan.
Siyasah tanfidziyah juga menekankan pentingnya prinsip amanah
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Amanah berarti bahwa kekuasaan yang
dimiliki oleh seorang pemimpin harus dijalankan secara jujur dan bertanggung

jawab. Prinsip amanah ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58:
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah
kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.®’

Ayat tersebut menegaskan bahwa pemimpin wajib menjalankan
kekuasaan secara adil dan tidak boleh menyalahgunakan jabatan yang
diembannya. Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip amanah menjadi
dasar moral bagi Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah
dalam menjalankan kewenangan pemerintahan selama masa transisi
kepemimpinan.

Selain prinsip amanah, Siyasah tanfidziyah juga mengedepankan

prinsip keadilan (al-‘adalah) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keadilan

87 https://quran.nu.or.id/an-nisa/58
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merupakan tujuan utama dalam sistem pemerintahan Islam karena tanpa
keadilan, kekuasaan dapat berubah menjadi alat penindasan terhadap rakyat.
Menurut Al-Mawardi, seorang pemimpin wajib menegakkan keadilan dalam
setiap kebijakan dan keputusan yang diambil demi menjaga stabilitas negara
dan kepercayaan masyarakat.®® Oleh karena itu, pemerintah harus
memperlakukan seluruh masyarakat secara setara tanpa diskriminasi serta
menjamin perlindungan hak-hak rakyat.

Konsep Siyasah tanfidziyah juga berkaitan dengan fungsi administrasi
pemerintahan dalam Islam. Pemerintah tidak hanya bertugas membuat
kebijakan, tetapi juga memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan secara
efektif dan sesuai tujuan syariat. Dalam sejarah pemerintahan Islam,
pelaksanaan administrasi negara dilakukan oleh para pejabat yang ditunjuk
olen khalifah untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan, seperti
pengelolaan keuangan negara, keamanan, dan pelayanan publik. Hal ini
menunjukkan bahwa Islam telah mengenal sistem administrasi pemerintahan
yang terorganisir dan memiliki pembagian tugas yang jelas.

Dalam sistem pemerintahan Islam, pengawasan terhadap kekuasaan
juga menjadi bagian penting dari Siyasah tanfidziyah. Islam menolak
kekuasaan yang absolut karena berpotensi melahirkan tindakan zalim dan
penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, dikenal konsep hisbah, yaitu

lembaga pengawasan yang bertugas mengontrol pelaksanaan pemerintahan

8 Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, diterjemahkan, (Jakarta: Qisthi Press, 2015),
h. 45
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dan menjaga ketertiban masyarakat.®® Fungsi hisbah dalam konteks modern
memiliki kesamaan dengan lembaga pengawasan pemerintahan yang bertugas
memastikan aparatur negara menjalankan tugasnya sesuai hukum dan etika
pemerintahan.

Siyasah tanfidziyah juga menempatkan musyawarah (syura) sebagai
prinsip penting dalam pengambilan kebijakan pemerintahan. Musyawarah
dilakukan agar kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama
dan tidak bersifat otoriter. Prinsip syura ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah

Asy-Syura ayat 38:
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Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang
menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan
urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka
menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa urusan pemerintahan diselesaikan
melalui musyawarah. Dengan demikian, pemerintahan dalam Islam tidak
bersifat diktator, melainkan mengedepankan partisipasi dan pertimbangan
bersama demi mencapai keputusan yang adil dan bijaksana.

Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip musyawarah memiliki
relevansi penting terutama dalam pengambilan kebijakan strategis oleh

Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah. Walaupun pejabat

89 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, ...h. 184
70 https://quran.nu.or.id/asy-syura/38
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sementara tidak memiliki legitimasi politik langsung dari rakyat, mereka tetap
berkewajiban  menjalankan  pemerintahan  secara  transparan  dan
mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang
diambil. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip syura dapat menjadi dasar etis
dalam pelaksanaan pemerintahan daerah selama masa transisi kepemimpinan.
Selain itu, Siyasah tanfidziyah juga menekankan pentingnya tanggung
jawab pemimpin terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam hadis Rasulullah SAW

disebutkan:
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Artinya: Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian
akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa
yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban
atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin
anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang
dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya
dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya
terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta
tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya.
Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang
dipimpinnya. (HR Al-Bukhari).”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam
bukanlah bentuk kekuasaan yang bebas tanpa batas, melainkan amanah yang

akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena

n https://jateng.nu.or.id/keislaman/khutbah-jumat-setiap-orang-dari-kita-adalah-
pemimpin-XuwGP
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itu, pejabat pemerintahan harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung
jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan
pribadi.

Konsep Siyasah tanfidziyah juga memiliki hubungan erat dengan
prinsip efektivitas pemerintahan. Islam mengajarkan bahwa pemerintah harus
mampu menjalankan roda pemerintahan secara cepat, tepat, dan efisien demi
kemaslahatan umat. Dalam praktik pemerintahan modern, efektivitas
pemerintahan sangat diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Oleh karena itu, pembatasan kewenangan pejabat pemerintahan harus
dilakukan secara proporsional agar tidak menghambat jalannya pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam perspektif figh siyasah, kekuasaan eksekutif memiliki peran
strategis dalam menjaga stabilitas negara dan ketertiban masyarakat.
Pemerintah berkewajiban menciptakan keamanan, menegakkan hukum, serta
memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga. Oleh karena itu, seorang
pemimpin harus memiliki kemampuan, integritas, dan tanggung jawab moral
dalam menjalankan pemerintahan. Kekuasaan yang dijalankan tanpa moralitas
dan keadilan hanya akan melahirkan ketidakstabilan dan ketidakpercayaan
masyarakat terhadap pemerintah.

Siyasah tanfidziyah juga mengajarkan bahwa penggunaan kekuasaan
harus tetap berada dalam batas syariat dan tidak boleh dilakukan secara
sewenang-wenang. Dalam Islam, kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan

sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, setiap bentuk

54



penyalahgunaan kekuasaan dipandang sebagai pengkhianatan terhadap
amanah yang diberikan oleh Allah SWT dan masyarakat. Prinsip ini sejalan
dengan konsep negara hukum modern yang menempatkan hukum sebagai alat
pembatas kekuasaan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Siyasah
tanfidziyah merupakan konsep pemerintahan dalam Islam yang berkaitan
dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif berdasarkan prinsip amanah,
keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Pemerintah dalam konsep ini
memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum, menjaga stabilitas negara,
serta melayani masyarakat secara adil dan bertanggung jawab. Dalam konteks
penelitian ini, teori Siyasah tanfidziyah digunakan sebagai landasan untuk
menganalisis kedudukan dan kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas
(Plt) Kepala Daerah agar pelaksanaan pemerintahan daerah tetap sesuai

dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan masyarakat.
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BAB I
PEMBAHASAN
A. Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kewenangan Penjabat (Pj) Dan
Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah Berdasarkan Hukum Tata Negara

Keberadaan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah merupakan
bagian penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya
ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah definitif akibat berakhirnya
masa jabatan, pemberhentian sementara, tersangkut perkara hukum, maupun
pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak. Dalam kondisi tersebut,
negara harus menjamin agar roda pemerintahan daerah tetap berjalan secara
efektif demi menjaga stabilitas pemerintahan, pelayanan publik, dan
pembangunan daerah, mengenai kedudukan kepala daerah dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia, dasar hukum pengangkatan Penjabat dan Pelaksana
Tugas Kepala Daerah, serta kedudukan hukum keduanya dalam perspektif
hukum tata negara.

Selanjutnya dibahas mengenai kewenangan yang dimiliki Penjabat dan
Pelaksana Tugas Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014, termasuk pembatasan kewenangan yang diberlakukan terhadap pejabat
sementara tersebut. Selain itu, berbagai problematika yuridis yang muncul
dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti ketidakjelasan
batas kewenangan, lemahnya legitimasi demokratis, ketergantungan terhadap
pemerintah pusat, serta dampak pembatasan kewenangan terhadap efektivitas

pemerintahan daerah, berikut ini pembahasannya:

56



1. Kedudukan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kepala daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan daerah,
kepala daerah berfungsi sebagai pemimpin eksekutif yang memiliki tugas
menjalankan urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan prinsip
otonomi daerah dan asas desentralisasi. Kepala daerah terdiri atas
gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten, dan wali kota untuk kota
sebagaimana diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan
kepala daerah memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan
pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan administrasi
pemerintahan.”? Oleh karena itu, kepala daerah tidak hanya bertindak
sebagai pejabat administratif, tetapi juga sebagai representasi negara dalam
menjaga stabilitas pemerintahan di daerah.

Dalam perspektif hukum tata negara, kepala daerah memiliki
kedudukan konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (4) yang
menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai
kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepala daerah
memiliki legitimasi politik yang berasal dari rakyat melalui mekanisme

pemilihan umum. Dengan adanya legitimasi demokratis tersebut, kepala

2 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2017), h. 45
73 Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan daerah
berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Selain itu, ketentuan konstitusi
tersebut juga menegaskan bahwa kepala daerah merupakan bagian integral
dari sistem pemerintahan nasional yang tetap berada dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia
adalah negara hukum.”® Sebagai negara hukum, seluruh tindakan kepala
daerah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Kepala daerah tidak dapat menjalankan kekuasaan secara
sewenang-wenang karena kewenangannya dibatasi oleh konstitusi dan
hukum administrasi negara. Dengan demikian, kedudukan kepala daerah
dalam negara hukum tidak hanya sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan di daerah, tetapi juga sebagai pejabat publik yang wajib
tunduk pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum.”

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

4 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
s Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), h. 57
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945.7° Dalam menjalankan tugasnya,
kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah dan perangkat daerah.
Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa kepala daerah memiliki fungsi
sentral dalam mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pemerintahan
daerah, baik dalam bidang administrasi, pembangunan, pelayanan publik,
maupun pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah sangat bergantung pada
kemampuan kepala daerah dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya.
Selain sebagai pemimpin pemerintahan daerah, kepala daerah juga
memiliki kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, khususnya
gubernur. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan fungsi dekonsentrasi yang
dijalankan oleh gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di
daerah provinsi. Dengan demikian, gubernur memiliki kedudukan ganda,
yaitu sebagai kepala daerah otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat.
Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan daerah di
Indonesia menganut prinsip keseimbangan antara desentralisasi dan
sentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”’
Hubungan antara kepala daerah dengan asas otonomi daerah
memiliki Kketerkaitan yang sangat erat. otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

NKRI. Definisi ini mencakup subjek daerah otonom, isi berupa hak dan

76 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
" Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 37
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wewenang, tujuan mengurus masyarakat, dan konteks NKRI, yang
menjadi landasan utama otonomi di Indonesia.”® Dalam pelaksanaan
otonomi daerah, kepala daerah memiliki peran utama sebagai pemegang
kekuasaan eksekutif di daerah yang bertanggung jawab menjalankan
urusan pemerintahan secara mandiri. Dengan adanya otonomi daerah,
pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur berbagai urusan
lokal tanpa harus selalu bergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena
itu, kepala daerah menjadi aktor penting dalam mewujudkan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari asas
desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan
oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi.
Dalam konteks ini, kepala daerah berfungsi sebagai pelaksana kewenangan
yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Menurut
Bagir Manan, desentralisasi bertujuan menciptakan efisiensi pemerintahan,
mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan daerah.”® Dengan demikian, kedudukan kepala
daerah dalam sistem desentralisasi sangat penting karena menjadi pihak
yang bertanggung jawab menjalankan kewenangan pemerintahan di daerah
sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Dari perspektif teori kewenangan, kepala daerah memperoleh

kewenangan melalui atribusi yang diberikan langsung oleh undang-

8 Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
% Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: FH UIl Press,
2001), h. 24
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undang. Kewenangan atribusi tersebut tercermin dalam Pasal 65 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tugas dan wewenang
kepala daerah, seperti memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan,
menetapkan peraturan daerah, menyusun APBD, dan menjaga
ketenteraman masyarakat.®® Oleh karena itu, kepala daerah memiliki
legitimasi hukum untuk menjalankan fungsi pemerintahan di daerah.
Namun demikian, penggunaan kewenangan tersebut tetap harus berada
dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum agar tidak terjadi
penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam praktik ketatanegaraan, kepala daerah juga memiliki
tanggung jawab politik dan administratif. Tanggung jawab politik terlihat
dari hubungan kepala daerah dengan DPRD sebagai lembaga perwakilan
rakyat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu,
tanggung jawab administratif berkaitan dengan kewajiban kepala daerah
menjalankan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan dan
asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan adanya tanggung jawab
tersebut, kepala daerah tidak hanya dituntut memiliki kemampuan
manajerial, tetapi juga integritas moral dan komitmen terhadap
kepentingan masyarakat.5!

Secara yuridis, kedudukan kepala daerah dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa kepala daerah merupakan

pejabat publik yang memiliki legitimasi konstitusional dan kewenangan

8 pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
8 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 112
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pemerintahan berdasarkan hukum. Kepala daerah berfungsi sebagai
pemimpin daerah yang menjalankan otonomi daerah dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perspektif negara hukum,
kewenangan kepala daerah harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas,
akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan
kepala daerah menjadi landasan penting dalam memahami keberadaan
Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah sebagai bagian dari
mekanisme pengisian kekosongan jabatan dalam sistem pemerintahan
daerah di Indonesia.
Dasar Hukum Pengangkatan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt)
Kepala Daerah

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, keberadaan
Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah merupakan bagian
dari mekanisme Kketatanegaraan untuk menjamin keberlangsungan
penyelenggaraan pemerintahan daerah ketika terjadi kekosongan jabatan
kepala daerah definitif. Pengangkatan Pj dan PIt dilakukan agar roda
pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan publik kepada masyarakat tidak
mengalami stagnasi. Dalam perspektif negara hukum, pengangkatan
pejabat sementara tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas agar
memiliki legitimasi konstitusional dan administratif.5? Oleh karena itu,

pengaturan mengenai Pj dan Plt Kepala Daerah diatur dalam berbagai

8 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 121
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peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Pemerintahan
Daerah maupun peraturan teknis lainnya.

Salah satu kondisi utama yang menyebabkan diangkatnya Penjabat
(Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah adalah terjadinya
kekosongan jabatan kepala daerah. Kekosongan jabatan dapat terjadi
karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebelum terpilihnya kepala
daerah definitif yang baru. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia,
kondisi ini banyak terjadi akibat pelaksanaan Pilkada serentak nasional
yang menyebabkan adanya jeda waktu antara berakhirnya masa jabatan
kepala daerah dengan pelantikan kepala daerah hasil pemilihan. Untuk
mengisi kekosongan tersebut, pemerintah pusat melalui Presiden atau
Menteri Dalam Negeri menunjuk Penjabat Kepala Daerah agar
pemerintahan daerah tetap berjalan secara efektif.

Selain karena kekosongan jabatan, pengangkatan Pelaksana Tugas
(PIt) Kepala Daerah juga dapat terjadi apabila kepala daerah diberhentikan
sementara dari jabatannya. Pemberhentian sementara biasanya dilakukan
ketika kepala daerah sedang menjalani proses hukum, baik sebagai
tersangka maupun terdakwa dalam perkara tindak pidana tertentu. Dalam
kondisi tersebut, wakil kepala daerah atau pejabat tertentu dapat ditunjuk
sebagai Pelaksana Tugas untuk menjalankan roda pemerintahan daerah

sementara waktu. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga stabilitas

8 Usman, Syarifuddin, Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah: Studi Kasus
Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Jurnal Sains Sosial Dan
Humaniora (Jssh) 2.1 (2022), h. 63-73
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pemerintahan daerah sekaligus memastikan proses hukum terhadap kepala
daerah tetap berjalan tanpa mengganggu pelayanan publik.

Pelaksanaan Pilkada serentak juga menjadi salah satu faktor utama
meningkatnya pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Indonesia.
Sejak diberlakukannya Pilkada serentak, banyak masa jabatan kepala
daerah yang berakhir dalam waktu bersamaan sehingga pemerintah pusat
harus menunjuk Penjabat Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan
jabatan hingga pelantikan kepala daerah definitif. Kondisi ini
menyebabkan jumlah Penjabat Kepala Daerah meningkat secara signifikan
dalam beberapa tahun terakhir. Secara yuridis, pengangkatan tersebut
dimaksudkan untuk menjaga kontinuitas pemerintahan daerah dan
menghindari terjadinya kekosongan kekuasaan yang dapat menghambat
pelayanan publik dan pembangunan daerah.®*

Kondisi lain yang menyebabkan pengangkatan Plt Kepala Daerah
adalah ketika kepala daerah tersangkut kasus hukum, baik korupsi maupun
tindak pidana lainnya. Dalam praktik pemerintahan daerah, tidak sedikit
kepala daerah yang diberhentikan sementara karena berstatus tersangka
atau terdakwa dalam perkara pidana. Untuk menjaga efektivitas
pemerintahan daerah, maka diperlukan pejabat sementara yang
menjalankan tugas kepala daerah selama proses hukum berlangsung. Hal

ini menunjukkan bahwa keberadaan Pj dan Plt Kepala Daerah memiliki

8 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2017), h. 88
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fungsi penting dalam menjaga stabilitas administrasi pemerintahan daerah
di tengah situasi politik dan hukum yang dinamis.

Dasar hukum utama mengenai pengangkatan Penjabat (Pj) dan
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.®® Undang-
undang tersebut mengatur kedudukan kepala daerah, mekanisme
penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pelaksanaan tugas kepala
daerah dalam kondisi tertentu. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa
apabila kepala daerah berhalangan sementara atau terjadi kekosongan
jabatan, maka tugas kepala daerah dapat dijalankan oleh wakil kepala
daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dengan demikian, pengangkatan pejabat sementara merupakan
bagian dari mekanisme administratif yang diakui secara hukum dalam
sistem pemerintahan daerah.

Selain UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, dasar hukum pengangkatan Penjabat Kepala Daerah juga
diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam undang-undang tersebut diatur
bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati, dan wali kota

yang masa jabatannya berakhir sebelum terpilih kepala daerah baru,

8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
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Presiden dapat menunjuk Penjabat Gubernur dan Menteri Dalam Negeri
dapat menunjuk Penjabat Bupati atau Wali Kota. Ketentuan ini
menunjukkan  bahwa pemerintah  pusat memiliki  kewenangan
konstitusional untuk menjaga kesinambungan pemerintahan daerah
melalui mekanisme pengangkatan pejabat sementara.

Pengaturan mengenai kewenangan dan pembatasan pejabat
sementara juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini menegaskan
bahwa setiap pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya
wajib  berdasarkan asas legalitas dan tidak boleh melakukan
penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks Penjabat (Pj) dan Pelaksana
Tugas (PIt) Kepala Daerah, ketentuan tersebut menjadi dasar pembatasan
kewenangan agar pejabat sementara tidak mengambil keputusan strategis
yang melampaui kewenangannya. Oleh Kkarena itu, penggunaan
kewenangan oleh Pj dan PIt harus tetap berada dalam koridor hukum
administrasi negara.

Secara teknis, pengangkatan dan pelaksanaan tugas Penjabat
Kepala Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat
Wali Kota. Peraturan tersebut mengatur syarat pengangkatan, mekanisme
penunjukan, evaluasi kinerja, serta pembatasan kewenangan Penjabat
Kepala Daerah. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Penjabat

Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan
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perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, serta mengambil
kebijakan strategis yang berdampak luas tanpa persetujuan pemerintah
pusat. Pengaturan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh
pejabat sementara yang tidak memiliki legitimasi politik langsung dari
rakyat.

Mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dilakukan oleh
Presiden dan Menteri Dalam Negeri sesuai tingkatan jabatan. Penjabat
Gubernur diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri,
sedangkan Penjabat Bupati dan Wali Kota diangkat oleh Menteri Dalam
Negeri. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat
memiliki peran dominan dalam menentukan pejabat sementara di daerah.
Dalam perspektif hukum tata negara, hal ini menimbulkan diskursus
mengenai hubungan antara prinsip otonomi daerah dengan kewenangan
pemerintah pusat dalam pengangkatan pejabat daerah. Di satu sisi,
mekanisme tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional, namun
di sisi lain menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi demokratis
pejabat yang tidak dipilih langsung oleh rakyat.®

Persoalan legitimasi demokratis pengangkatan Penjabat Kepala
Daerah menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor
67/PUU-XIX/2021. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi

menegaskan bahwa pengangkatan Penjabat Kepala Daerah harus

8 Usman, Syarifuddin, Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah: Studi Kasus
Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Jurnal Sains Sosial Dan
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dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Mahkamah
menilai bahwa karena Penjabat Kepala Daerah menjalankan fungsi
pemerintahan yang strategis, maka proses pengangkatannya tidak boleh
dilakukan secara tertutup tanpa mekanisme pengawasan publik. Putusan
tersebut juga menekankan pentingnya pemerintah mempertimbangkan
prinsip demokrasi dan aspirasi masyarakat dalam menentukan pejabat
sementara di daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa
pengangkatan Penjabat Kepala Daerah tidak hanya merupakan persoalan
administratif, tetapi juga berkaitan dengan prinsip demokrasi dan negara
hukum. Transparansi dalam pengangkatan pejabat sementara diperlukan
agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai dasar pertimbangan
pemerintah dalam memilih pejabat tertentu. Selain itu, akuntabilitas
pengangkatan Penjabat Kepala Daerah juga penting untuk mencegah
adanya kepentingan politik praktis yang dapat memengaruhi netralitas
pemerintahan daerah selama masa transisi kekuasaan.

Dalam perspektif teori negara hukum, pengangkatan Penjabat (Pj)
dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah harus didasarkan pada prinsip
legalitas, kepastian hukum, dan pembatasan kekuasaan. Setiap tindakan
pemerintah dalam menunjuk pejabat sementara harus memiliki dasar
hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip demokrasi
konstitusional. Selain itu, teori kewenangan juga menegaskan bahwa

kewenangan Pj dan PIt bersumber dari atribusi dan mandat yang diberikan
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olen peraturan perundang-undangan sehingga penggunaannya harus
dibatasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.®

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengangkatan
Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah merupakan
mekanisme  hukum yang Dbertujuan menjaga keberlangsungan
pemerintahan daerah dalam kondisi tertentu, seperti kekosongan jabatan,
pemberhentian sementara kepala daerah, Pilkada serentak, dan proses
hukum terhadap kepala daerah. Pengangkatan tersebut memiliki dasar
hukum yang jelas dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 10 Tahun
2016, UU Nomor 30 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023.
Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat persoalan terkait
legitimasi demokratis dan pembatasan kewenangan pejabat sementara
yang memerlukan pengaturan lebih jelas agar tetap sesuai dengan prinsip
negara hukum dan demokrasi.

3. Kedudukan Hukum Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam Perspektif

Hukum Tata Negara

Penjabat (Pj) Kepala Daerah merupakan pejabat pemerintahan
yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dan fungsi kepala daerah dalam
kondisi tertentu ketika jabatan kepala daerah definitif mengalami
kekosongan. Keberadaan Pj pada dasarnya merupakan bagian dari

mekanisme hukum yang dibentuk untuk menjamin agar penyelenggaraan
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pemerintahan  daerah tidak mengalami  kekosongan kekuasaan.
Kekosongan tersebut dapat terjadi karena berakhirnya masa jabatan kepala
daerah sebelum kepala daerah hasil pemilihan berikutnya dilantik atau
karena keadaan lain yang menyebabkan jabatan kepala daerah tidak dapat
dijalankan oleh pejabat definitif. Dalam konteks tersebut, Pj memiliki
kedudukan sebagai pejabat yang menjalankan fungsi kepala daerah secara
sementara sampai dengan dilantiknya kepala daerah definitif.%®

Secara yuridis, keberadaan Pj Kepala Daerah mempunyai dasar
hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2023 tentang Penjabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Khusus
mengenai pengisian jabatan kepala daerah dalam masa transisi, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 melalui Pasal 201 mengatur mekanisme
pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Dalam skripsi ini juga ditegaskan
bahwa pengangkatan Pj merupakan kewenangan pemerintah yang harus
dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Kedudukan Pj berbeda dengan kedudukan kepala daerah definitif.

Kepala daerah definitif memperoleh legitimasi politik melalui mekanisme

8 Usman, Syarifuddin, Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah: Studi Kasus
Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Jurnal Sains Sosial Dan
Humaniora (Jssh) 2.1 (2022), h. 63-73

70



pemilihan kepala daerah sebagaimana prinsip yang terdapat dalam Pasal
18 ayat (4) UUD 1945. Sebaliknya, Pj memperoleh kedudukan melalui
mekanisme penunjukan administratif oleh pemerintah. Dengan demikian,
legitimasi Pj lebih bersifat yuridis-administratif daripada legitimasi
elektoral. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Pj secara hukum
mempunyai kewenangan untuk menjalankan pemerintahan, tetapi tidak
mempunyai legitimasi politik yang sama dengan kepala daerah definitif.

Ketiadaan legitimasi elektoral secara langsung bukan berarti Pj
tidak memiliki legitimasi hukum. Legitimasi Pj bersumber dari peraturan
perundang-undangan yang memberikan dasar kewenangan kepada
pemerintah untuk melakukan pengangkatan pejabat sementara. Oleh
karena itu, selama proses pengangkatan dilakukan berdasarkan prosedur
dan ketentuan hukum yang berlaku, keberadaan Pj tetap mempunyai
legitimasi konstitusional. Namun, legitimasi tersebut bersifat terbatas
karena Pj hanya menjalankan pemerintahan selama masa transisi dan tidak
dimaksudkan untuk menggantikan kedudukan politik kepala daerah
definitif secara permanen.®®

Dalam perspektif negara hukum, kedudukan Pj harus ditempatkan
dalam kerangka prinsip legalitas. Setiap tindakan pemerintahan yang
dilakukan Pj harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan tidak boleh

dilakukan secara sewenang-wenang. Hal tersebut sejalan dengan teori
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negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Pj tidak hanya dituntut
untuk menjalankan pemerintahan secara efektif, tetapi juga harus
mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan
batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam skripsi ini, teori negara hukum digunakan untuk menilai agar
kewenangan Pj tetap berada dalam koridor legalitas, kepastian hukum,
pembatasan kekuasaan, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Selain persoalan legalitas, kedudukan Pj juga berkaitan dengan
prinsip demokrasi. Karena Pj tidak dipilih langsung oleh masyarakat,
terdapat perbedaan legitimasi antara Pj dengan kepala daerah definitif.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting apabila masa jabatan Pj
berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Kondisi demikian dapat
menimbulkan pertanyaan mengenai sejaun mana pejabat yang tidak
memperoleh mandat langsung dari rakyat dapat mengambil kebijakan
yang mempunyai dampak luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu,
mekanisme pengangkatan Pj harus dilakukan secara transparan, akuntabel,
dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 67/PUU-XI1X/2021 sebagaimana dibahas dalam  skripsi
menegaskan pentingnya transparansi dan demokratisasi dalam proses
pengisian jabatan Pj.

Dari  perspektif otonomi daerah, pengangkatan Pj juga

menunjukkan adanya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah
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daerah. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk memastikan agar
pemerintahan daerah tetap berjalan ketika terjadi kekosongan jabatan
kepala daerah. Namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara
objektif, transparan, dan akuntabel agar tidak mengurangi prinsip otonomi
daerah. Dengan demikian, pengangkatan Pj bukan merupakan bentuk
penghapusan otonomi daerah, tetapi merupakan mekanisme sementara
untuk menjaga kesinambungan pemerintahan daerah dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.®°

Dengan demikian, kedudukan hukum Pj Kepala Daerah dalam
perspektif hukum tata negara dapat dipahami sebagai kedudukan pejabat
pemerintahan sementara yang memperoleh legitimasi berdasarkan
peraturan  perundang-undangan untuk menjamin  keberlangsungan
pemerintahan daerah. Pj memiliki kewenangan untuk menjalankan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah, tetapi
kedudukannya tidak identik dengan kepala daerah definitif karena tidak
memperoleh legitimasi elektoral secara langsung. Oleh sebab itu,
pelaksanaan kewenangan Pj harus tunduk pada prinsip legalitas,

demokrasi, akuntabilitas, transparansi, dan pembatasan kekuasaan.

% Usman, Syarifuddin, Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah: Studi Kasus
Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Jurnal Sains Sosial Dan
Humaniora (Jssh) 2.1 (2022), h. 63-73

73



4. Kedudukan Hukum Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah dalam
Perspektif Hukum Tata Negara

Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah merupakan pejabat yang
menjalankan tugas kepala daerah ketika kepala daerah definitif
berhalangan sementara atau berada dalam keadaan tertentu yang
menyebabkan tugas pemerintahan tidak dapat dilaksanakan secara
langsung oleh kepala daerah definitif. Berbeda dengan Pj yang pada
dasarnya mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, PIt lebih berkaitan
dengan pelaksanaan tugas jabatan yang masih melekat pada kepala daerah
definitif. Dengan demikian, karakter kedudukan PIlt lebih bersifat
pelaksanaan tugas selama keadaan tertentu berlangsung.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan PIt
diperlukan agar tidak terjadi kekosongan dalam pelaksanaan fungsi
pemerintahan ketika kepala daerah definitif tidak dapat menjalankan
tugasnya. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa kondisi tersebut antara lain
dapat terjadi ketika kepala daerah berhalangan atau diberhentikan
sementara karena proses hukum. Penunjukan PIt dimaksudkan untuk
menjaga stabilitas pemerintahan daerah sehingga pelayanan publik dan
penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat berlangsung.®*

Kedudukan hukum PIt mempunyai karakter yang berbeda dengan

Pj. PIt tidak hadir sebagai pengganti permanen kepala daerah definitif,
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melainkan menjalankan tugas kepala daerah dalam jangka waktu tertentu
sesuai dengan keadaan yang menyebabkan kepala daerah definitif tidak
dapat menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kedudukan PIt sangat
berkaitan dengan hubungan mandat dalam hukum administrasi
pemerintahan. Dalam kajian teori kewenangan skripsi ini dijelaskan bahwa
mandat merupakan pelimpahan wewenang kepada penerima mandat untuk
bertindak atas nama pemberi mandat, sedangkan tanggung jawab atas
kewenangan tersebut pada prinsipnya tetap berada pada pemberi mandat.

Berdasarkan ~ teori kewenangan, karakter mandat tersebut
menyebabkan kewenangan Plt tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan
kewenangan kepala daerah definitif. PIt hanya menjalankan kewenangan
yang diberikan kepadanya sesuai dengan dasar hukum dan ruang lingkup
penugasannya. Dengan demikian, PIlt tidak dapat menggunakan
kedudukannya sebagai dasar untuk mengambil tindakan yang melampaui
tujuan penunjukan atau mengambil kebijakan yang bersifat permanen dan
menentukan arah pemerintahan daerah secara mendasar.

Keterbatasan tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan PIt
sebagai pejabat yang menjalankan tugas sementara. Dalam perspektif
negara hukum, pembatasan kewenangan diperlukan untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Penggunaan kewenangan oleh Plt
harus selalu berpedoman pada prinsip legalitas dan asas-asas umum

pemerintahan yang baik. Setiap keputusan yang diambil harus mempunyai
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dasar hukum, dilakukan untuk kepentingan pemerintahan, serta tidak boleh
digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan politik tertentu.
Dalam praktiknya, persoalan kedudukan Plt muncul ketika
kebutuhan pemerintahan daerah mengharuskan adanya keputusan yang
bersifat penting dan strategis. Di satu sisi, Plt harus menjamin
pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terhenti. Di sisi
lain, kewenangannya dibatasi agar tidak mengambil keputusan yang secara
substansial mengikat pemerintahan berikutnya. Skripsi ini menunjukkan
bahwa kondisi tersebut dapat menimbulkan ketegangan antara kebutuhan
efektivitas pemerintahan dengan prinsip pembatasan kewenangan.
Persoalan tersebut dapat dilihat dalam praktik ketika kepala daerah
diberhentikan sementara karena tersangkut perkara hukum. PIt dituntut
untuk menjalankan roda pemerintahan, tetapi pada saat yang sama
memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan strategis. Kondisi ini
dapat menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan dan berpotensi
memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan
demikian, kedudukan PIt mengandung dua tuntutan yang harus
diseimbangkan, yaitu kebutuhan menjaga kesinambungan pemerintahan
dan kewajiban menghormati batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh

hukum.
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Dari perspektif demokrasi, Plt juga tidak mempunyai legitimasi
elektoral secara langsung karena tidak memperoleh mandat melalui
pemilihan kepala daerah. Namun, sebagaimana halnya Pj, ketiadaan
legitimasi elektoral tersebut tidak menghilangkan legitimasi hukumnya
sepanjang penunjukan PIt dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dengan demikian, legitimasi Plt merupakan
legitimasi administratif-yuridis yang bersifat sementara dan fungsional,
bukan legitimasi politik sebagaimana kepala daerah definitif.

Jika dibandingkan dengan Pj, perbedaan utama terletak pada
konteks pengisian dan pelaksanaan jabatan. Pj ditempatkan untuk mengisi
kekosongan jabatan kepala daerah dalam masa transisi, sedangkan PIt
menjalankan tugas kepala daerah yang masih memiliki pejabat definitif
tetapi untuk sementara tidak dapat melaksanakan tugasnya. Perbedaan
tersebut berimplikasi terhadap karakter kewenangan masing-masing. Pj
menjalankan fungsi pemerintahan sebagai pejabat sementara dalam
keadaan kekosongan jabatan, sedangkan PIlt menjalankan tugas
berdasarkan mekanisme pelaksanaan atau mandat selama kepala daerah
definitif berhalangan.

Dengan demikian, kedudukan hukum PIlt Kepala Daerah dalam
perspektif hukum tata negara merupakan kedudukan pejabat pemerintahan
sementara yang bertujuan menjaga kesinambungan pelaksanaan
pemerintahan ketika kepala daerah definitif tidak dapat menjalankan

tugasnya. PIt memiliki legitimasi hukum berdasarkan penugasan dan
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peraturan perundang-undangan, tetapi tidak mempunyai legitimasi politik
langsung dari rakyat. Oleh karena itu, kewenangannya harus dijalankan
secara terbatas, berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas,
serta prinsip pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.®®

Berdasarkan uraian mengenai Pj dan Plt tersebut, dapat ditegaskan
bahwa keduanya sama-sama mempunyai fungsi menjaga keberlangsungan
pemerintahan daerah, tetapi memiliki karakter kedudukan hukum yang
berbeda. Pj berfungsi mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dalam
masa transisi, sedangkan PIt menjalankan tugas kepala daerah definitif
yang sementara tidak dapat melaksanakan tugasnya. Perbedaan tersebut
penting untuk ditegaskan agar tidak terjadi penyamaan antara kedudukan,
sumber kewenangan, dan batas kewenangan Pj dan PIt dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Skripsi ini sendiri menempatkan
perbedaan tersebut dalam kerangka negara hukum, teori kewenangan, dan
teori pembatasan kekuasaan.

5. Kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Menurut Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014

Penjabat (Pj) Kepala Daerah pada dasarnya diberikan kewenangan
untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah selama terjadi kekosongan
jabatan kepala daerah definitif. Kewenangan tersebut diperlukan untuk

memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
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pembangunan daerah, serta administrasi pemerintahan tetap berjalan.
Dengan demikian, keberadaan Pj bukan hanya berfungsi sebagai pengisi
kekosongan jabatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin
kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dasar kewenangan kepala daerah secara umum terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 65 mengatur tugas dan wewenang kepala daerah, antara lain
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, mengajukan rancangan Peraturan Daerah, menetapkan Peraturan
Daerah yang telah memperoleh persetujuan bersama DPRD, menyusun
dan mengajukan rancangan APBD, mewakili daerah di dalam dan di luar
pengadilan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi tertentu, fungsi tersebut
kemudian dijalankan oleh Pj untuk menjamin pemerintahan daerah tetap
berlangsung.®

Kewenangan Pj dapat dilihat dari beberapa bidang. Pertama,
kewenangan administratif. Pj mempunyai tanggung jawab untuk
memastikan administrasi pemerintahan daerah tetap berjalan. Kewenangan
tersebut mencakup koordinasi perangkat daerah, pelaksanaan tugas

birokrasi, pengambilan keputusan administratif, serta pelaksanaan urusan
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pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian, kekosongan kepala daerah
definitif tidak menyebabkan terhentinya aktivitas pemerintahan daerah.

Kedua, kewenangan dalam pelayanan publik. Pj tetap mempunyai
tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan
publik sebagaimana mestinya. Pelayanan tersebut meliputi berbagai urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, seperti pelayanan
administrasi, kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan
pelayanan dasar lainnya. Oleh sebab itu, sifat sementara dari jabatan Pj
tidak menghilangkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenubhi
kebutuhan masyarakat.

Ketiga, kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pj
memiliki tanggung jawab memastikan program pembangunan yang telah
direncanakan tetap berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pelaksanaan
pembangunan oleh Pj tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas
untuk mengubah arah pembangunan daerah. Kebijakan yang bersifat
mendasar dan strategis harus memperhatikan kedudukan Pj sebagai
pejabat sementara.

Keempat, kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan dan
keuangan daerah. Pj harus memastikan pelaksanaan APBD dan program
pemerintahan tetap berjalan secara efektif, tertib, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Pj

wajib memperhatikan ketentuan hukum mengenai pengelolaan keuangan
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negara dan daerah serta tidak menggunakan kewenangannya untuk
kepentingan politik atau kepentingan pribadi.*®

Dalam perspektif teori kewenangan, kewenangan Pj perlu
dibedakan dari kewenangan kepala daerah definitif. Kepala daerah
definitif memperoleh kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai pemegang jabatan yang memperoleh
legitimasi melalui mekanisme pemilihan. Sementara itu, Pj memperoleh
kewenangan untuk menjalankan pemerintahan karena adanya penunjukan
sebagai pejabat sementara. Dengan demikian, kewenangan Pj bersifat
sementara, fungsional, dan dibatasi oleh tujuan pengangkatannya.

Pemerintah pusat mempunyai peranan penting dalam pengangkatan
Pj. Dalam skripsi ini disebutkan bahwa Penjabat Gubernur ditunjuk oleh
Presiden, sedangkan Penjabat Bupati atau Wali Kota ditunjuk oleh Menteri
Dalam Negeri. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan kewenangan
antara pemerintah pusat dengan pejabat sementara yang menjalankan
pemerintahan daerah.

Kewenangan Pj juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip
negara hukum. Artinya, setiap keputusan dan tindakan pemerintahan yang
dilakukan oleh Pj harus mempunyai dasar hukum serta tidak boleh
melampaui kewenangan yang diberikan. Dalam hal ini, asas legalitas

menjadi dasar penting dalam menentukan ruang gerak Pj. Teori
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kewenangan juga menegaskan bahwa penggunaan kewenangan
pemerintahan harus sesuai dengan sumber dan batas kewenangan yang
diberikan oleh hukum.

Selain asas legalitas, Pj wajib memperhatikan asas-asas umum
pemerintahan yang baik, khususnya kepastian hukum, kecermatan,
kepentingan umum, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan
wewenang. Hal tersebut diperlukan karena Pj tidak memperoleh mandat
politik langsung dari masyarakat. Dengan demikian, penggunaan
kewenangan Pj harus lebih menekankan keberlanjutan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat daripada kepentingan politik tertentu.%

Berdasarkan uraian tersebut, kewenangan Pj Kepala Daerah dapat
dipahami sebagai kewenangan pemerintahan yang diberikan untuk
menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama
terjadi kekosongan jabatan. Kewenangan tersebut mencakup administrasi
pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, serta pengelolaan
pemerintahan dan keuangan daerah. Namun, kewenangan tersebut tetap
bersifat sementara dan harus digunakan berdasarkan prinsip legalitas,

akuntabilitas, transparansi, serta kepentingan umum.
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6. Kewenangan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah Menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah merupakan pejabat yang
menjalankan tugas kepala daerah ketika kepala daerah definitif tidak dapat
melaksanakan tugasnya untuk sementara waktu. Dengan demikian,
kewenangan PIt pada dasarnya diarahkan untuk memastikan agar fungsi
pemerintahan tetap berjalan ketika kepala daerah definitif mengalami
keadaan yang menyebabkan tugas pemerintahan tidak dapat dilaksanakan
secara langsung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan pengaturan
mengenai pelaksanaan tugas kepala daerah dalam keadaan berhalangan.
Pasal 66 mengatur mengenai pelaksanaan tugas kepala daerah dalam
keadaan tertentu. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan tugas kepala daerah
harus tetap menjamin keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat. Oleh karena itu, penunjukan PIlt merupakan
mekanisme administratif untuk menghindari terjadinya kekosongan dalam
pelaksanaan pemerintahan.®’

Kewenangan PIt pada prinsipnya mencakup kewenangan
administratif yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan sehari-
hari. Plt dapat melakukan koordinasi dengan perangkat daerah,

memastikan pelayanan publik tetap berjalan, mengawasi pelaksanaan
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program pemerintahan, serta mengambil keputusan administratif yang
diperlukan untuk menjaga kelancaran pemerintahan. Selain kewenangan
administratif, PIt mempunyai tanggung jawab terhadap pelayanan publik.
Kondisi berhalangannya kepala daerah definitif tidak boleh menyebabkan
masyarakat kehilangan akses terhadap pelayanan pemerintah. Oleh karena
itu, Plt tetap berkewajiban memastikan urusan pemerintahan yang
berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dapat berjalan
sebagaimana mestinya.

Plt juga dapat melaksanakan program pemerintahan dan
pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun,
kewenangan tersebut harus digunakan secara hati-hati karena PIt pada
dasarnya tidak dimaksudkan untuk menentukan arah politik dan kebijakan
daerah secara permanen. Fokus utama Plt adalah memastikan program dan
kebijakan pemerintahan yang sudah ada dapat tetap dilaksanakan sampai
kepala daerah definitif kembali menjalankan tugasnya.

Berbeda dengan Pj, kewenangan Plt dalam perspektif teori
kewenangan lebih erat dikaitkan dengan mandat administratif. Dalam
skripsi ini dijelaskan bahwa mandat merupakan pelimpahan wewenang
kepada pejabat tertentu untuk bertindak atas nama pemberi mandat. Oleh
karena itu, kewenangan yang dijalankan PIt tidak dapat dilepaskan dari
dasar penugasannya dan kondisi yang menyebabkan kepala daerah
definitif tidak dapat menjalankan tugas. Konsekuensi dari mekanisme

tersebut adalah kewenangan PIt bersifat sementara dan terbatas. PIt tidak
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dapat menggunakan kewenangannya untuk kepentingan di luar tujuan
penugasannya. Setiap tindakan yang dilakukan harus tetap berada dalam
batas kewenangan yang diberikan oleh hukum dan tidak boleh digunakan
untuk mengambil alih kedudukan kepala daerah definitif secara
permanen.®

Dalam pelaksanaan kewenangannya, PIt juga harus memperhatikan
prinsip negara hukum. Setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang
baik. PIt harus menghindari tindakan yang dapat dikategorikan sebagai
penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau tindakan yang
memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

Keterbatasan kewenangan Plt menjadi semakin penting ketika
keputusan yang harus diambil memiliki konsekuensi jangka panjang.
Misalnya, keputusan yang berkaitan dengan perubahan kebijakan strategis,
mutasi pejabat, perubahan struktur organisasi, maupun kebijakan
pembangunan yang memiliki dampak luas. Dalam skripsi disebutkan
bahwa keterbatasan terhadap keputusan strategis tersebut merupakan salah
satu persoalan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan oleh pejabat
sementara. Pembatasan tersebut pada dasarnya bukan dimaksudkan untuk
menghambat penyelenggaraan pemerintahan, tetapi untuk menjaga agar

pejabat sementara tidak menggunakan kewenangannya secara berlebihan.

% Usman, Syarifuddin, Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah: Studi Kasus
Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Jurnal Sains Sosial Dan
Humaniora (Jssh) 2.1 (2022), h. 63-73
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Dalam konteks ini, teori pembatasan kekuasaan menjadi relevan karena
kewenangan pemerintah harus selalu dibatasi olen hukum. Pembatasan
tersebut juga berfungsi untuk menjaga netralitas pemerintahan selama
kepala daerah definitif tidak dapat melaksanakan tugasnya.*

Dengan demikian, kewenangan Plt Kepala Daerah dapat dipahami
sebagai kewenangan sementara yang digunakan untuk menjamin
kesinambungan pelaksanaan pemerintahan ketika kepala daerah definitif
berhalangan. Kewenangan tersebut terutama berkaitan dengan pelaksanaan
administrasi pemerintahan, pelayanan publik, koordinasi perangkat daerah,
serta pelaksanaan program pemerintahan yang telah ditetapkan. Karena
kewenangannya bersifat sementara dan berkaitan dengan mekanisme
mandat, Plt harus menjalankan kewenangannya secara terbatas,
proporsional, dan berdasarkan ketentuan hukum.

7. Perbedaan Kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt)
Kepala Daerah

Setelah pembahasan Pj dan PIlt dipisahkan, bagian ini sangat

penting untuk ditambahkan agar pembaca memperoleh gambaran yang

jelas mengenai perbedaan keduanya.

Aspek Penjabat (Pj) Pelaksana Tugas (PIt)

Kondisi pengangkatan Mengisi kekosongan | Menjalankan tugas
jabatan kepala daerah | kepala daerah definitif
yang berhalangan

Sifat jabatan Pejabat sementara Pelaksana tugas
sementara

% Usman, Syarifuddin, Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah: Studi Kasus
Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Jurnal Sains Sosial Dan
Humaniora (Jssh) 2.1 (2022), h. 63-73
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Dasar kedudukan Penunjukan Penugasan/mandat
berdasarkan administrative
ketentuan  peraturan
perundang-undangan

Tujuan utama Menjamin Menjamin tugas kepala
pemerintahan  tetap | daerah tetap berjalan
berjalan selama | ketika pejabat definitif
kekosongan jabatan berhalangan

Legitimasi Legitimasi  yuridis- | Legitimasi yuridis-
administratif administratif ~ melalui

penugasan

Ruang kewenangan Menjalankan  fungsi | Menjalankan tugas

pemerintahan daerah
selama masa transisi

kepala daerah selama
keadaan berhalangan

Batas kewenangan

Dibatasi karena
bersifat sementara
dan tidak memiliki

Dibatasi karena
kewenangan  berasal
dari penugasan/mandat

mandat elektoral

Pertanggungjawaban Berdasarkan Berkaitan dengan dasar
ketentuan hukum dan | penugasan dan
mekanisme ketentuan hukum yang
pemerintahan pusat berlaku

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Pj dan PIt tidak dapat
dipersamakan sepenuhnya, meskipun keduanya sama-sama menjalankan
pemerintahan dalam keadaan sementara. Pj lebih berkaitan dengan
pengisian kekosongan jabatan kepala daerah, sedangkan Pt berkaitan
dengan pelaksanaan tugas kepala daerah definitif yang sementara tidak
dapat menjalankan tugasnya. Dalam skripsi, perbedaan karakter ini juga
terlihat dari uraian bahwa Pj ditempatkan ketika terjadi kekosongan
jabatan, sementara PIt menjalankan pemerintahan ketika kepala daerah
definitif berhalangan atau diberhentikan sementara.

Berdasarkan uraian tersebut, kewenangan Pj dan Plt sama-sama
bertujuan menjamin kesinambungan pemerintahan daerah, tetapi sumber

dan karakter kewenangannya berbeda. Pj memperoleh kewenangan
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sebagai pejabat sementara yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan
jabatan kepala daerah, sedangkan PIt menjalankan tugas kepala daerah
definitif yang sementara tidak dapat melaksanakan tugasnya. Keduanya
dapat menjalankan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan
program pemerintahan, tetapi tetap dibatasi oleh prinsip legalitas, AUPB,
pembatasan kekuasaan, dan larangan penyalahgunaan wewenang.
Pembatasan ini diperlukan agar kebutuhan akan efektivitas pemerintahan
tidak menghilangkan prinsip demokrasi dan negara hukum.
. Pembatasan Kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt)
Kepala Daerah

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, Penjabat (Pj) dan
Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk
menjalankan fungsi pemerintahan daerah ketika kepala daerah definitif
tidak dapat menjalankan tugasnya. Namun demikian, kewenangan tersebut
tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
Pembatasan kewenangan tersebut merupakan bagian dari prinsip negara
hukum yang bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan
oleh pejabat sementara yang tidak memiliki legitimasi politik langsung
dari rakyat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pembatasan

kewenangan Pj dan PIt menjadi sangat penting untuk menjaga
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keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan prinsip demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.®

Salah satu bentuk pembatasan kewenangan Penjabat (Pj) dan
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah adalah larangan mengambil
kebijakan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat dan
pemerintahan daerah. Kebijakan strategis yang dimaksud meliputi
perubahan kebijakan pembangunan daerah, pengambilan keputusan politik
tertentu, pembentukan kebijakan jangka panjang, serta tindakan lain yang
berpotensi memengaruhi arah pemerintahan daerah secara permanen.”2
Pembatasan tersebut dilakukan karena Pj dan Plt hanya bersifat sementara
dan tidak memiliki legitimasi demokratis yang sama dengan kepala daerah
definitif hasil pemilihan langsung.

Larangan mengambil kebijakan strategis bertujuan untuk menjaga
netralitas pemerintahan daerah selama masa transisi kepemimpinan.
Dalam praktik ketatanegaraan, pejabat sementara tidak diperkenankan
membuat keputusan yang dapat mengikat pemerintahan berikutnya secara
permanen. Oleh karena itu, Pj dan PIt hanya diperbolehkan menjalankan
kebijakan pemerintahan yang bersifat administratif dan rutin demi
menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa

pembatasan kewenangan merupakan bentuk pengendalian terhadap

100 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), h. 62
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penggunaan kekuasaan oleh pejabat sementara agar tidak melampaui
tujuan pengangkatannya.%t

Selain larangan mengambil kebijakan strategis, Penjabat dan
Pelaksana Tugas Kepala Daerah juga dibatasi dalam melakukan mutasi
pegawai. Larangan mutasi pegawai dimaksudkan untuk mencegah
penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi pemerintahan daerah. Dalam
praktiknya, mutasi pegawai seringkali memiliki implikasi politik dan
administratif yang luas karena berkaitan dengan penempatan jabatan
strategis di lingkungan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pejabat
sementara tidak diperbolehkan melakukan mutasi pegawai tanpa
persetujuan pemerintah pusat agar stabilitas birokrasi tetap terjaga.'%2

Pembatasan mutasi pegawai juga berkaitan dengan prinsip
netralitas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah yang memiliki masa
jabatan sementara dikhawatirkan dapat menggunakan kewenangannya
untuk kepentingan politik tertentu, terutama menjelang pelaksanaan
pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu, pembatasan tersebut menjadi
instrumen hukum untuk menjaga profesionalitas birokrasi serta mencegah
adanya intervensi politik terhadap aparatur pemerintahan daerah.

Selain itu, Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah juga
dilarang mengambil keputusan yang berdampak luas tanpa persetujuan

pemerintah pusat. Keputusan yang berdampak luas mencakup kebijakan

101 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2017), h. 110
102 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 145
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yang berpengaruh terhadap anggaran daerah, struktur organisasi
pemerintahan, proyek strategis daerah, serta kebijakan lain yang memiliki
konsekuensi jangka panjang. Ketentuan ini  menunjukkan bahwa
kewenangan Pj dan PIt bersifat terbatas dan tetap berada dalam
pengawasan pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah pusat
memiliki fungsi kontrol terhadap penggunaan kewenangan pejabat
sementara di daerah.

Dasar hukum pembatasan kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana
Tugas (PIt) Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang tersebut
menegaskan bahwa setiap pejabat pemerintahan wajib menggunakan
kewenangannya sesuai tujuan pemberian kewenangan dan tidak boleh
melakukan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, Pj dan PIt
sebagai  pejabat pemerintahan sementara ~ wajib  menjalankan
kewenangannya berdasarkan prinsip legalitas dan kepentingan umum.
Oleh karena itu, setiap tindakan yang melampaui batas kewenangan dapat
dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
mengatur bahwa pejabat pemerintahan wajib bertindak sesuai
kewenangannya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan
oleh pejabat pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan

tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks Penjabat
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dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah, ketentuan tersebut menjadi dasar
normatif pembatasan kewenangan agar pejabat sementara tidak melampaui
ruang lingkup tugas yang diberikan kepadanya.

Selanjutnya, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan melarang pejabat pemerintahan melakukan penyalahgunaan
wewenang, termasuk bertindak melampaui kewenangan,
mencampuradukkan kewenangan, dan bertindak sewenang-wenang.
Larangan tersebut sangat relevan dalam pelaksanaan tugas Penjabat dan
Pelaksana Tugas Kepala Daerah karena pejabat sementara memiliki posisi
yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan akibat tidak adanya
legitimasi politik langsung dari rakyat. Oleh karena itu, pembatasan
kewenangan menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas
pemerintahan daerah.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juga mengatur
bahwa penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan harus memenuhi
syarat tertentu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. Dalam praktik pemerintahan daerah, Penjabat dan Pelaksana
Tugas Kepala Daerah terkadang menghadapi kondisi tertentu yang
memerlukan pengambilan keputusan cepat. Namun penggunaan diskresi
tersebut tetap harus dilakukan secara proporsional, rasional, dan sesuai
tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa

meskipun pejabat sementara diberikan ruang bertindak dalam kondisi
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tertentu, penggunaan kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip
hukum administrasi negara.

Pembatasan kewenangan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala
Daerah juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat
Wali Kota. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Penjabat Kepala
Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang
telah diterbitkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan pemekaran
daerah, serta mengambil kebijakan yang bertentangan dengan program
pemerintah pusat tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri. Pengaturan ini
menunjukkan adanya pengawasan langsung pemerintah pusat terhadap
penggunaan kewenangan oleh pejabat sementara di daerah.

Dalam perspektif teori pembatasan kekuasaan, pembatasan
kewenangan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah merupakan
bentuk implementasi prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Kekuasaan yang tidak dibatasi berpotensi menimbulkan
tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena
itu, hukum berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan agar pejabat
pemerintahan menjalankan kewenangannya secara proporsional dan
bertanggung jawab.%® Dalam konteks ini, pembatasan terhadap Pj dan PIt
diperlukan karena keduanya tidak memiliki legitimasi politik penuh seperti

kepala daerah definitif.

108 Montesquieu, The Spirit of Laws, diterjemahkan, (Bandung: Nusa Media, 2013), h. 69
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Pembatasan kewenangan tersebut juga berkaitan erat dengan asas
legalitas dalam negara hukum. Asas legalitas menegaskan bahwa setiap
tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Oleh
karena itu, Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah tidak dapat
menggunakan kewenangannya di luar batas yang telah ditentukan undang-
undang. Dengan adanya asas legalitas, penggunaan kekuasaan
pemerintahan dapat dikontrol dan diuji keabsahannya secara hukum
sehingga mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pejabat
sementara.

Selain asas legalitas, pembatasan kewenangan Pj dan PIt juga
berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),
seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas kepentingan umum,
dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. AUPB menjadi pedoman etis
dan = hukum bagi pejabat pemerintahan dalam  menjalankan
kewenangannya. Dalam praktik pemerintahan daerah, penerapan AUPB
sangat penting agar kebijakan yang diambil oleh Penjabat dan Pelaksana
Tugas Kepala Daerah tetap mencerminkan prinsip keadilan dan
kemanfaatan bagi masyarakat.%4

Pembatasan kewenangan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala
Daerah pada akhirnya bertujuan untuk mencegah terjadinya abuse of
power atau penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dapat

terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangannya untuk kepentingan

104 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2005), h. 156
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pribadi, kelompok, atau tujuan politik tertentu yang bertentangan dengan
kepentingan umum. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan dan
pengawasan terhadap pejabat sementara menjadi bagian penting dalam
menjaga integritas pemerintahan daerah serta mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembatasan
kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah
merupakan konsekuensi logis dari kedudukan mereka sebagai pejabat
sementara dalam pemerintahan daerah. Pembatasan tersebut meliputi
larangan mengambil kebijakan strategis, larangan mutasi pegawai, serta
larangan mengambil keputusan berdampak luas tanpa persetujuan
pemerintah pusat. Secara yuridis, pembatasan tersebut diatur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 4 Tahun
2023. Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara,
pembatasan kewenangan tersebut merupakan implementasi teori
pembatasan kekuasaan, asas legalitas, AUPB, dan upaya pencegahan
penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Problematika Yuridis Kedudukan dan Kewenangan Penjabat (Pj)
dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah

Keberadaan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala
Daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia pada dasarnya
dimaksudkan  untuk  menjaga  kesinambungan  penyelenggaraan

pemerintahan ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah definitif.
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Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, keberadaan Pj dan PIt
menimbulkan berbagai problematika yuridis yang berkaitan dengan
kedudukan hukum, legitimasi, dan pelaksanaan kewenangannya.
Problematika tersebut muncul karena pengaturan mengenai Pj dan PIt
masih menyisakan berbagai kekaburan norma dan ketidaksesuaian antara
konsep hukum dengan praktik pemerintahan daerah.’®® Oleh karena itu,
diperlukan analisis mendalam terhadap berbagai persoalan tersebut agar
dapat dipahami sejauh mana pengaturan Pj dan PIt telah sesuai dengan
prinsip negara hukum dan demokrasi.

Salah satu problematika utama adalah adanya ambiguitas
pengaturan hukum mengenai kedudukan dan kewenangan Penjabat (Pj)
dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah. Meskipun pengaturan mengenai
Pj dan PIt telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta berbagai peraturan
pelaksana lainnya, namun masih terdapat ketidakjelasan mengenai batas
kewenangan yang dapat dijalankan oleh pejabat sementara tersebut.
Beberapa ketentuan hanya menjelaskan larangan umum tanpa memberikan
parameter yang tegas mengenai kategori kebijakan strategis atau
keputusan yang dianggap berdampak luas. Akibatnya, dalam praktik
pemerintahan daerah sering terjadi perbedaan penafsiran terhadap ruang

lingkup kewenangan Pj dan PlIt.

105 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), h. 64
96



Ambiguitas pengaturan tersebut menyebabkan ketidakpastian
hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perspektif
negara hukum, Kkepastian hukum merupakan salah satu prinsip
fundamental yang harus dijamin dalam setiap tindakan pemerintahan.
Namun dalam praktiknya, Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah
sering menghadapi kebingungan dalam menentukan apakah suatu
kebijakan masih termasuk kewenangannya atau justru melampaui batas
kewenangan yang diperbolehkan.'®® Kondisi ini menunjukkan bahwa
regulasi mengenai Pj dan PIt masih membutuhkan pengaturan yang lebih
rinci dan sistematis agar tidak menimbulkan multitafsir dalam
pelaksanaannya.

Problematika berikutnya adalah ketidakjelasan batas kewenangan
Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah. Secara normatif,
pejabat sementara hanya diperbolehkan menjalankan kewenangan
administratif dan rutin pemerintahan. Namun dalam praktiknya, seringkali
terdapat kebutuhan mendesak di daerah yang mengharuskan pejabat
sementara mengambil kebijakan strategis demi kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, peraturan perundang-undangan membatasi ruang gerak Pj dan
Plt agar tidak mengambil keputusan yang berdampak luas tanpa
persetujuan pemerintah pusat. Ketidakseimbangan antara kebutuhan
praktis pemerintahan dengan pembatasan normatif tersebut menyebabkan

efektivitas pemerintahan daerah sering mengalami hambatan.

106 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2005), h. 160
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Selain itu, problematika yuridis yang cukup mendasar adalah
lemahnya legitimasi demokratis Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PlIt)
Kepala Daerah. Dalam sistem demokrasi, kepala daerah idealnya dipilih
langsung oleh rakyat sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kedaulatan
rakyat. Namun Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah diangkat
melalui mekanisme administratif oleh pemerintah pusat sehingga tidak
memperoleh legitimasi politik langsung dari masyarakat.®” Kondisi ini
menimbulkan persoalan konstitusional dan politik karena pejabat yang
menjalankan fungsi pemerintahan daerah tidak memiliki mandat elektoral
sebagaimana kepala daerah definitif.

Lemahnya legitimasi demokratis tersebut berpotensi menimbulkan
rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh
Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah. Dalam praktiknya, tidak
sedikit masyarakat maupun elite politik daerah yang memandang Pj dan
Plt hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Akibatnya, kebijakan yang diambil oleh pejabat sementara seringkali
dianggap kurang merepresentasikan aspirasi masyarakat daerah. Hal ini
menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan administratif
pemerintahan dengan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan
daerah di Indonesia.

Problematika lain yang muncul adalah potensi konflik kepentingan

dalam pengangkatan dan pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah.

107 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2008), h. 135
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Karena pengangkatan Pj dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Presiden
dan Menteri Dalam Negeri, maka terdapat kemungkinan adanya
kepentingan politik tertentu dalam proses penunjukan pejabat sementara
tersebut.’®® Kondisi ini menjadi perhatian terutama menjelang pelaksanaan
pemilihan kepala daerah karena Penjabat Kepala Daerah memiliki posisi
strategis dalam mengendalikan birokrasi dan administrasi pemerintahan
daerah. Oleh karena itu, netralitas Penjabat Kepala Daerah sering menjadi
sorotan dalam dinamika politik daerah.

Potensi konflik kepentingan juga dapat terjadi dalam pelaksanaan
kewenangan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah. Meskipun
secara normatif kewenangan mereka dibatasi, namun dalam praktiknya
pejabat sementara tetap memiliki pengaruh terhadap birokrasi
pemerintahan daerah. Kondisi ini membuka kemungkinan terjadinya
penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan politik tertentu, seperti
memengaruhi birokrasi, pengelolaan anggaran, maupun kebijakan strategis
daerah. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap Pj dan PIt menjadi sangat
penting untuk menjaga netralitas dan integritas pemerintahan daerah.

Ketergantungan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah
terhadap pemerintah pusat juga menjadi problematika tersendiri dalam
perspektif otonomi daerah. Sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah
pusat, Pj memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebijakan pusat

sehingga ruang independensinya dalam menjalankan pemerintahan daerah

108 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2017), h. 118
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menjadi terbatas.’®® Dalam praktiknya, banyak kebijakan strategis yang
harus memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sehingga proses
pengambilan keputusan di daerah menjadi lambat dan birokratis. Kondisi
ini menunjukkan bahwa keberadaan Pj dan Plt dalam beberapa hal justru
memperkuat sentralisasi pemerintahan di tengah semangat desentralisasi
dan otonomi daerah.

Ketergantungan terhadap pemerintah pusat tersebut juga
berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam
beberapa kasus, Penjabat Kepala Daerah mengalami kesulitan mengambil
keputusan cepat karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki. Padahal
pemerintahan daerah sering menghadapi persoalan mendesak yang
membutuhkan tindakan segera, seperti bencana daerah, konflik sosial, dan
kebutuhan pelayanan publik. Pembatasan kewenangan yang terlalu ketat
menyebabkan pejabat sementara tidak dapat bertindak optimal dalam
menyelesaikan persoalan daerah.!® Akibatnya, pelayanan publik dan
pelaksanaan pembangunan daerah berpotensi mengalami hambatan selama
masa kepemimpinan pejabat sementara.

Problematika efektivitas pemerintahan daerah juga terlihat dari
keterbatasan legitimasi politik Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala
Daerah dalam membangun hubungan dengan DPRD maupun masyarakat
daerah. Karena tidak dipilih melalui proses politik langsung, pejabat

sementara seringkali menghadapi kesulitan memperoleh dukungan politik

109 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 49
10 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 151
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dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Kondisi ini dapat menghambat
koordinasi pemerintahan dan memperlambat proses pengambilan
keputusan di daerah. Dengan demikian, keberadaan Pj dan PIt
menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas politik dan
administrasi pemerintahan daerah.

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dengan
praktik pemerintahan daerah dalam pelaksanaan kewenangan Penjabat dan
Pelaksana Tugas Kepala Daerah. Secara normatif, pejabat sementara
dibatasi untuk tidak mengambil kebijakan strategis, namun dalam
praktiknya terdapat berbagai kebijakan penting yang tetap harus diambil
demi kepentingan masyarakat. Akibatnya, tidak jarang terjadi kondisi di
mana pejabat sementara melakukan tindakan yang secara administratif
diperlukan tetapi secara normatif berada dalam area abu-abu kewenangan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya
mampu menjawab kebutuhan praktis penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

Dalam perspektif teori negara hukum, problematika tersebut
menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Penjabat dan Pelaksana Tugas
Kepala Daerah masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan prinsip
kepastian hukum, legalitas, dan pembatasan kekuasaan. Negara hukum
menuntut agar setiap penggunaan kewenangan pemerintahan memiliki
dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Namun

dalam praktiknya, pengaturan yang ambigu dan pembatasan kewenangan
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yang tidak tegas justru menimbulkan persoalan baru dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.!'! Oleh karena itu, diperlukan
reformulasi pengaturan hukum yang lebih jelas dan komprehensif
mengenai kedudukan dan kewenangan pejabat sementara di daerah.

Dari perspektif teori kewenangan, problematika Pj dan PIt
menunjukkan adanya Kketidakjelasan sumber dan batas penggunaan
kewenangan dalam praktik pemerintahan daerah. Kewenangan Penjabat
Kepala Daerah yang berasal dari penunjukan pemerintah pusat serta
kewenangan PIlt yang bersumber dari mandat administratif seringkali
menimbulkan persoalan dalam implementasinya. Hal ini terutama
berkaitan dengan sejauh mana pejabat sementara dapat menjalankan fungsi
pemerintahan daerah secara efektif tanpa melampaui batas kewenangan
yang diberikan oleh hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa problematika
yuridis kedudukan dan kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas
(PIt) Kepala Daerah meliputi ambiguitas pengaturan hukum,
ketidakjelasan batas kewenangan, lemahnya legitimasi demokratis, potensi
konflik kepentingan, ketergantungan terhadap pemerintah pusat, hambatan
efektivitas pemerintahan daerah, serta ketidaksesuaian antara norma
hukum dengan praktik pemerintahan daerah. Problematika tersebut
menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Pj dan PIt masih memerlukan

penyempurnaan agar lebih sesuai dengan prinsip negara hukum,

11 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, ...h. 66
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demokrasi, otonomi daerah, dan teori kewenangan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia.

Dampak Pembatasan Kewenangan Terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Pembatasan kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt)
Kepala Daerah merupakan instrumen hukum yang bertujuan mencegah
penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat sementara dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Pembatasan tersebut dilakukan karena Pj dan Plt
tidak memiliki legitimasi politik langsung dari rakyat sebagaimana kepala
daerah definitif hasil pemilihan umum. Namun demikian, dalam praktik
pemerintahan daerah, pembatasan kewenangan tersebut menimbulkan
berbagai dampak terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
daerah, baik dalam aspek pelayanan publik, pembangunan daerah,
pengambilan keputusan, maupun stabilitas pemerintahan.!'? Oleh karena
itu, pembatasan kewenangan perlu dianalisis secara komprehensif agar
dapat dipahami sejauh mana pengaruhnya terhadap jalannya pemerintahan
daerah.

Salah satu dampak pembatasan kewenangan Penjabat dan
Pelaksana Tugas Kepala Daerah terlihat dalam bidang pelayanan publik.
Pemerintah daerah pada dasarnya memiliki tanggung jawab memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara cepat, efektif, dan berkelanjutan.

Namun dalam praktiknya, keterbatasan kewenangan Pj dan PIt sering

112 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2017), h. 122
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menyebabkan proses pelayanan publik menjadi kurang optimal, terutama
ketika pelayanan tersebut membutuhkan keputusan strategis atau kebijakan
administratif tertentu.!’® Misalnya, pembatasan dalam pengambilan
keputusan anggaran dan mutasi pejabat dapat memengaruhi efektivitas
birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pembatasan kewenangan juga berdampak terhadap pembangunan
daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan
membutuhkan kebijakan yang cepat dan terarah agar program-program
daerah dapat berjalan sesuai target. Namun Penjabat dan Pelaksana Tugas
Kepala Daerah dibatasi untuk mengambil kebijakan strategis tanpa
persetujuan pemerintah pusat. Akibatnya, berbagai program pembangunan
daerah sering mengalami keterlambatan karena proses koordinasi dan
perizinan yang panjang.'** Kondisi ini menunjukkan bahwa pembatasan
kewenangan yang terlalu ketat dapat menghambat efektivitas
pembangunan daerah, terutama dalam situasi yang membutuhkan tindakan
cepat dan responsif.

Selain itu, dampak pembatasan kewenangan juga terlihat dalam
proses pengambilan keputusan pemerintahan daerah. Penjabat dan
Pelaksana Tugas Kepala Daerah sering menghadapi dilema antara
kebutuhan mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat dengan
keterbatasan kewenangan yang dimiliki. Dalam praktiknya, banyak

keputusan pemerintahan daerah yang memerlukan persetujuan pemerintah

113 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 159
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pusat terlebih dahulu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi
lebih lambat. Akibatnya, penyelesaian berbagai persoalan daerah, seperti
penanganan konflik sosial, pengelolaan anggaran darurat, dan
pembangunan infrastruktur, tidak dapat dilakukan secara optimal.

Dampak lain dari pembatasan kewenangan adalah terhadap
stabilitas pemerintahan daerah. Keberadaan Penjabat dan Pelaksana Tugas
Kepala Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga stabilitas
pemerintahan selama masa transisi kekuasaan. Namun dalam praktiknya,
keterbatasan  kewenangan pejabat = sementara  seringkali  justru
menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Hal ini terutama terjadi ketika pejabat sementara tidak memiliki
kekuatan politik dan administratif yang cukup untuk mengendalikan
birokrasi daerah.''®> Akibatnya, koordinasi pemerintahan menjadi kurang
efektif dan stabilitas administrasi pemerintahan daerah dapat terganggu.

Salah satu contoh yang menunjukkan pentingnya pengisian jabatan
sementara dalam pemerintahan daerah adalah kasus Ade Yasin, Bupati
Bogor yang tersangkut perkara korupsi dan kemudian diberhentikan
sementara dari jabatannya. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintahan
daerah harus dijalankan oleh pejabat sementara untuk menjaga
keberlangsungan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam
praktiknya, meskipun pemerintahan daerah tetap berjalan, namun terdapat

berbagai hambatan dalam pengambilan kebijakan strategis karena pejabat

115 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar
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sementara memiliki kewenangan yang terbatas. Kasus ini menunjukkan
bahwa pembatasan kewenangan pejabat sementara di satu sisi penting
untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi di sisi lain dapat
memengaruhi efektivitas pemerintahan daerah.

Kasus lain yang dapat dianalisis adalah kasus Gatot Pujo Nugroho,
Gubernur Sumatera Utara yang diberhentikan karena tersangkut perkara
tindak pidana korupsi. Setelah pemberhentian tersebut, pemerintahan
daerah dijalankan oleh pejabat sementara guna menjaga stabilitas
pemerintahan  provinsi. Namun dalam  praktiknya, keterbatasan
kewenangan pejabat sementara menyebabkan sejumlah kebijakan strategis
daerah tidak dapat dijalankan secara optimal. Beberapa program
pembangunan mengalami hambatan karena pejabat sementara tidak
memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan yang berdampak luas
terhadap pemerintahan daerah.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Penjabat
dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah memiliki fungsi penting dalam
menjaga kesinambungan pemerintahan daerah ketika kepala daerah
definitif tidak dapat menjalankan tugasnya. Namun pembatasan
kewenangan yang melekat pada pejabat sementara sering menimbulkan
hambatan terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam kondisi tertentu, pejabat sementara harus menghadapi persoalan
pemerintahan yang kompleks tanpa memiliki kewenangan penuh untuk

mengambil kebijakan strategis. Oleh karena itu, keseimbangan antara
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pembatasan kekuasaan dan efektivitas pemerintahan menjadi persoalan
penting dalam pengaturan Pj dan Plt Kepala Daerah.

Analisis terhadap efektivitas pemerintahan daerah selama dipimpin
oleh Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah menunjukkan adanya
dualisme antara aspek legalitas dan kebutuhan praktis pemerintahan. Dari
sisi legalitas, pembatasan kewenangan diperlukan untuk menjaga prinsip
negara hukum dan mencegah abuse of power oleh pejabat sementara.
Namun dari sisi praktis, pembatasan yang terlalu ketat dapat menghambat
jalannya pemerintahan daerah, terutama dalam situasi darurat atau
kebutuhan pembangunan yang mendesak.!® Kondisi ini menunjukkan
bahwa regulasi mengenai pembatasan kewenangan Pj dan Plt perlu
dirumuskan secara proporsional agar tetap mampu menjaga efektivitas
pemerintahan daerah.

Dalam perspektif asas kemanfaatan, pembatasan kewenangan
pejabat sementara harus diarahkan untuk memberikan manfaat terbesar
bagi masyarakat. Asas kemanfaatan dalam hukum administrasi negara
menekankan ~ bahwa  setiap  kebijakan  pemerintahan  harus
mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.*'’
Oleh karena itu, pembatasan kewenangan Pj dan PIt tidak boleh
menghambat pelayanan publik dan pembangunan daerah secara

berlebihan. Pengaturan pembatasan kewenangan seharusnya tetap
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memberikan ruang bagi pejabat sementara untuk mengambil tindakan
tertentu yang diperlukan demi kepentingan masyarakat.

Selain asas kemanfaatan, efektivitas pemerintahan juga menjadi
aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan
yang efektif adalah pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi
pelayanan publik, pembangunan, dan administrasi pemerintahan secara
optimal. Dalam konteks ini, Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah
harus tetap memiliki ruang gerak yang cukup untuk menjalankan
pemerintahan daerah secara efektif meskipun kewenangannya dibatasi.*®
Oleh karena itu, pembatasan kewenangan harus dilakukan secara
proporsional agar tidak menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan
daerah.

Dalam perspektif teori negara hukum, pembatasan kewenangan
Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah merupakan bentuk
implementasi prinsip pembatasan kekuasaan untuk mencegah tindakan
sewenang-wenang. Namun negara hukum juga menuntut agar
pemerintahan tetap mampu menjalankan fungsi pelayanan dan
perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak boleh
hanya berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan, tetapi juga harus
mampu mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan demi

tercapainya kesejahteraan masyarakat.
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Selain itu, teori kewenangan juga menegaskan bahwa penggunaan
kewenangan pemerintahan harus dilakukan sesuai tujuan pemberian
kewenangan tersebut. Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah
diberikan kewenangan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan
daerah, bukan sekadar menjalankan administrasi secara pasif. Oleh karena
itu, pembatasan kewenangan seharusnya tidak menutup kemungkinan bagi
pejabat sementara untuk mengambil keputusan tertentu yang diperlukan
demi kepentingan masyarakat dan stabilitas pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembatasan
kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah
memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daerah, terutama dalam aspek pelayanan publik, pembangunan daerah,
pengambilan keputusan, dan stabilitas pemerintahan. Kasus Ade Yasin dan
Gatot Pujo Nugroho menunjukkan bahwa keberadaan pejabat sementara
sangat penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan daerah,
namun keterbatasan kewenangan mereka sering menghambat efektivitas
pemerintahan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pembatasan
kewenangan Pj dan PIt perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap
memperhatikan asas kemanfaatan dan efektivitas pemerintahan agar
penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan optimal sesuai prinsip
negara hukum dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian mengenai kedudukan dan kewenangan Penjabat

(Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan
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daerah di Indonesia, penulis berpendapat bahwa keberadaan Pj dan Plt pada
dasarnya merupakan kebutuhan konstitusional dalam menjaga kesinambungan
penyelenggaraan pemerintahan daerah ketika terjadi kekosongan jabatan
kepala daerah definitif. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan
demokratis dan desentralisasi seperti Indonesia, pemerintahan daerah tidak
dapat dibiarkan mengalami kekosongan kekuasaan karena hal tersebut dapat
mengganggu pelayanan publik, stabilitas pemerintahan, dan pelaksanaan
pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Penjabat dan
Pelaksana Tugas Kepala Daerah merupakan bentuk solusi hukum yang
diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah.

Namun demikian, penulis menilai bahwa pengaturan mengenai
kedudukan dan kewenangan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah
saat ini masih belum sepenuhnya ideal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya
ketidakjelasan norma mengenai batas kewenangan pejabat sementara dalam
menjalankan pemerintahan daerah. Regulasi yang ada cenderung memberikan
pembatasan secara umum tanpa memberikan parameter yang jelas mengenai
tindakan atau kebijakan apa saja yang diperbolehkan dan yang dilarang.
Akibatnya, dalam praktik pemerintahan daerah sering terjadi perbedaan
penafsiran terhadap ruang lingkup kewenangan Pj dan PIt sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penulis juga berpendapat bahwa pembatasan kewenangan Penjabat dan
Pelaksana Tugas Kepala Daerah pada dasarnya diperlukan sebagai bentuk

implementasi prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum. Pejabat
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sementara yang tidak memperoleh legitimasi politik langsung dari rakyat
memang harus dibatasi agar tidak menggunakan kekuasaan secara sewenang-
wenang. Pembatasan tersebut penting untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan  kewenangan, intervensi politik, maupun tindakan
administratif yang dapat merugikan kepentingan daerah dan masyarakat.
Dalam konteks ini, pembatasan kewenangan merupakan instrumen hukum
untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan daerah selama masa transisi
kepemimpinan.

Meskipun demikian, penulis menilai bahwa pembatasan kewenangan
yang berlaku saat ini dalam beberapa hal cenderung terlalu ketat dan
berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam praktiknya, Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah sering
menghadapi persoalan pemerintahan yang membutuhkan keputusan cepat dan
strategis  demi kepentingan masyarakat. Namun karena keterbatasan
kewenangan yang dimiliki, banyak kebijakan penting tidak dapat segera
dilaksanakan tanpa persetujuan pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan
proses pemerintahan menjadi lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan
daerah.

Menurut penulis, pembatasan kewenangan yang terlalu ketat dapat
menimbulkan dilema dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di satu
sisi, hukum berupaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat
sementara. Namun di sisi lain, pemerintahan daerah tetap membutuhkan

pemimpin yang mampu mengambil keputusan secara efektif dalam
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menghadapi persoalan daerah. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan
seharusnya dilakukan secara proporsional dengan tetap memberikan ruang
tertentu bagi Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah untuk mengambil
kebijakan yang diperlukan demi kepentingan umum dan keberlangsungan
pelayanan publik.

Penulis juga menilai bahwa lemahnya legitimasi demokratis Penjabat
dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah menjadi salah satu persoalan mendasar
dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Kepala daerah definitif
memperoleh legitimasi melalui pemilihan langsung oleh rakyat, sedangkan
Penjabat dan Pelaksana Tugas hanya memperoleh legitimasi administratif
melalui penunjukan pemerintah pusat. Kondisi ini menimbulkan persoalan
dalam perspektif demokrasi karena pejabat yang menjalankan fungsi
pemerintahan daerah tidak memiliki mandat langsung dari masyarakat. Oleh
karena itu, keberadaan Pj dan Plt seharusnya benar-benar bersifat sementara
dan tidak dijadikan sebagai mekanisme pemerintahan jangka panjang.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa dominasi pemerintah pusat
dalam pengangkatan Penjabat Kepala Daerah menunjukkan masih kuatnya
kecenderungan sentralisasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.
Padahal semangat reformasi dan otonomi daerah menekankan pentingnya
desentralisasi  serta kemandirian daerah dalam mengatur urusan
pemerintahannya sendiri. Dalam praktiknya, pengangkatan Penjabat Kepala
Daerah yang sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat sering

menimbulkan persepsi bahwa pejabat sementara lebih berpihak kepada
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kepentingan pusat dibandingkan kepentingan daerah. Hal ini berpotensi
mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis menilai perlunya reformulasi
pengaturan hukum mengenai Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah
agar lebih sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan efektivitas
pemerintahan. Reformulasi tersebut diperlukan karena regulasi yang ada saat
ini belum mampu memberikan keseimbangan antara pembatasan kekuasaan
dan kebutuhan praktis penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengaturan
yang terlalu ketat justru berpotensi menghambat pelayanan publik dan
pembangunan daerah, sedangkan pengaturan yang terlalu longgar dapat
membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Salah satu solusi normatif yang dapat dilakukan menurut penulis
adalah revisi terhadap regulasi yang mengatur Penjabat dan Pelaksana Tugas
Kepala Daerah, terutama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Revisi tersebut perlu
dilakukan untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai ruang
lingkup kewenangan pejabat sementara, kategori kebijakan strategis, serta
mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan. Dengan demikian,
tidak akan terjadi lagi multitafsir dalam pelaksanaan kewenangan Penjabat dan
Pelaksana Tugas Kepala Daerah.

Selain revisi regulasi, penulis juga memandang perlu adanya
penegasan batas kewenangan antara kepala daerah definitif dengan Penjabat

dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah. Penegasan tersebut penting agar pejabat
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sementara memiliki kepastian hukum dalam menjalankan pemerintahan
daerah. Regulasi seharusnya secara tegas menentukan kebijakan apa saja yang
dapat diambil oleh Pj dan PIt tanpa persetujuan pemerintah pusat, serta
kebijakan apa saja yang wajib memperoleh izin terlebih dahulu. Dengan
adanya kejelasan tersebut, efektivitas pemerintahan daerah dapat tetap terjaga
tanpa mengabaikan prinsip pembatasan kekuasaan.

Penulis juga berpendapat bahwa penguatan legitimasi Penjabat dan
Pelaksana Tugas Kepala Daerah perlu dilakukan melalui mekanisme yang
lebih transparan dan akuntabel. Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan partisipasi publik, masukan
DPRD, dan aspek profesionalitas birokrasi sehingga pejabat yang ditunjuk
benar-benar memiliki  kapasitas dan integritas dalam menjalankan
pemerintahan daerah. Transparansi dalam proses pengangkatan sangat penting
untuk mengurangi kecurigaan politik dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap pejabat sementara.

Selain itu, penulis menilai bahwa mekanisme pengawasan terhadap
Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah perlu diperkuat agar
penggunaan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum. Pengawasan
tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan administratif oleh pemerintah
pusat, pengawasan politik oleh DPRD, serta pengawasan hukum oleh lembaga
peradilan dan masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang efektif, maka
potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat sementara dapat

diminimalisasi tanpa harus membatasi kewenangan secara berlebihan.
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Dalam perspektif teori negara hukum, reformulasi pengaturan
mengenai Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah harus tetap
berorientasi pada prinsip legalitas, kepastian hukum, pembatasan kekuasaan,
dan perlindungan hak masyarakat. Negara hukum tidak hanya menuntut
adanya pembatasan kekuasaan, tetapi juga menghendaki pemerintahan yang
efektif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, regulasi
mengenai pejabat sementara harus dirancang secara seimbang antara
kepentingan pengawasan dan efektivitas pemerintahan.

Dalam  perspektif teori kewenangan, penulis menilai bahwa
kewenangan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah seharusnya
diberikan secara proporsional sesuai tujuan pengangkatan mereka, yaitu
menjaga keberlangsungan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kewenangan
yang diberikan tidak boleh terlalu sempit sehingga menghambat
penyelenggaraan pemerintahan, namun juga tidak boleh terlalu luas sehingga
membuka peluang terjadinya abuse of power. Dengan demikian,
keseimbangan antara kewenangan dan pembatasan menjadi aspek penting
dalam pengaturan hukum mengenai Pj dan Plt Kepala Daerah.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa
pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana
Tugas (PIt) Kepala Daerah saat ini masih memerlukan penyempurnaan agar
lebih sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi, otonomi daerah, dan
efektivitas pemerintahan. Pembatasan kewenangan memang diperlukan untuk

mencegah penyalahgunaan kekuasaan, namun pembatasan tersebut tidak boleh
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menghambat jalannya pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Oleh karena
itu, reformulasi regulasi, penegasan batas kewenangan, penguatan legitimasi,
dan pengawasan yang efektif menjadi solusi penting untuk menciptakan
sistem pemerintahan daerah yang lebih demokratis, akuntabel, dan efektif.

B. Kajian Siyasah tanfidziyah terhadap Analisis Yuridis Kedudukan Dan
Kewenangan Penjabat (Pj) Dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah
Berdasarkan Hukum Tata Negara

Siyasah tanfidziyah merupakan salah satu cabang figh siyasah yang
membahas tentang pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara.
Dalam konsep ketatanegaraan Islam, Siyasah tanfidziyah berkaitan dengan
kekuasaan eksekutif yang bertugas menjalankan pemerintahan, melaksanakan
hukum, menjaga kemaslahatan umat, dan memastikan terciptanya keadilan
dalam kehidupan masyarakat.!*® Dalam konteks pemerintanan modern di
Indonesia, konsep Siyasah tanfidziyah dapat dianalisis terhadap kedudukan
dan kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah
sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan daerah ketika terjadi
kekosongan jabatan kepala daerah definitif.

Dalam perspektif Siyasah tanfidziyah, kekuasaan pemerintahan
merupakan amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan,
kemaslahatan, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Islam memandang
bahwa pemimpin memiliki kewajiban menjaga stabilitas pemerintahan dan

memenuhi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, ketika terjadi kekosongan

119 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014), h. 177
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kepemimpinan dalam pemerintahan daerah, negara wajib menghadirkan
pejabat sementara untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap
berlangsung. Penunjukan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah dalam
sistem pemerintahan Indonesia pada dasarnya sejalan dengan prinsip Siyasah
tanfidziyah yang menghendaki agar pemerintahan tidak mengalami
kekosongan kekuasaan yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi
masyarakat.!2

Konsep kepemimpinan dalam Siyasah tanfidziyah didasarkan pada
prinsip amanah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an Surah An-

Nisa ayat 58:
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah
kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara
manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Melihat.?!

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan
merupakan amanah yang harus diberikan kepada pihak yang mampu
menjalankannya secara adil dan bertanggung jawab. Dalam konteks Penjabat
dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah, pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah

pusat seharusnya merupakan individu yang memiliki integritas, kapasitas, dan

120 3, Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1997), h. 223
121 https://quran.nu.or.id/an-nisa/58
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kemampuan dalam menjalankan pemerintahan daerah secara profesional serta
berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain prinsip amanah, Siyasah tanfidziyah juga menekankan
pentingnya ketaatan kepada pemimpin selama kebijakan yang dijalankan tidak
bertentangan dengan syariat dan kepentingan umum. Hal ini sebagaimana

dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 59:
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di
antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika
kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih

baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).??
Dalam perspektif ketatanegaraan Islam, ulil amri merupakan
pemegang kekuasaan pemerintahan yang bertanggung jawab mengatur
kehidupan masyarakat demi terciptanya kemaslahatan. Oleh karena itu,
Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah sebagai pelaksana pemerintahan
daerah wajib menjalankan tugasnya sesuai prinsip keadilan, hukum, dan
kepentingan umum agar tetap memperoleh legitimasi moral dalam

menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Dalam Siyasah tanfidziyah, tujuan utama pemerintahan adalah

mewujudkan kemaslahatan umat atau mashlahah al-ummah. Oleh sebab itu,

pengangkatan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah harus dipahami

122 https://quran.nu.or.id/an-nisa/59
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sebagai upaya negara menjaga stabilitas pemerintahan daerah dan
menghindari  terjadinya kekacauan administrasi pemerintahan. Jika
pemerintahan daerah dibiarkan kosong tanpa adanya pejabat pelaksana, maka
pelayanan publik, pembangunan daerah, dan perlindungan terhadap
masyarakat akan terganggu. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip
Siyasah tanfidziyah yang menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai tujuan
utama kekuasaan pemerintahan.!?

Kedudukan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah dalam
perspektif Siyasah tanfidziyah dapat dipandang sebagai bentuk niyabah atau
perwakilan kekuasaan. Dalam hukum tata negara Islam, seorang pemimpin
dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan
ketika pemimpin utama tidak dapat menjalankan tugasnya.'?* Konsep ini
menunjukkan bahwa keberadaan Pj dan PIt Kepala Daerah memiliki relevansi
dengan sistem pemerintahan Islam, karena pada dasarnya pejabat sementara
tersebut bertugas menjaga keberlangsungan pemerintahan demi kepentingan
masyarakat.

Namun demikian, Siyasah tanfidziyah juga menghendaki agar
penggunaan kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh prinsip keadilan dan tidak
dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan
Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023

123 A, Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 65
124 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, diterjemahkan oleh Khalifurrahman
Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h. 45
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pada dasarnya sesuai dengan prinsip Siyasah tanfidziyah. Pembatasan tersebut
dimaksudkan agar pejabat sementara tidak menyalahgunakan kekuasaan dan
tetap menjalankan pemerintahan sesuai tujuan pengangkatannya.

Dalam perspektif Siyasah tanfidziyah, seorang pemimpin tidak
diperbolenkan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau
kelompok tertentu. Kekuasaan pemerintahan harus digunakan demi
kemaslahatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, larangan bagi Penjabat
dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah untuk melakukan mutasi pegawali,
mengambil kebijakan strategis, dan membuat keputusan berdampak luas tanpa
persetujuan pemerintah pusat merupakan bentuk upaya mencegah terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dengan demikian, pembatasan
kewenangan tersebut sejalan dengan prinsip siyasah syar’iyyah yang
menghendaki pemerintahan berjalan secara adil dan bertanggung jawab.

Selain itu, Siyasah tanfidziyah juga menekankan pentingnya prinsip
keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan. Seorang pemimpin wajib
menjalankan kekuasaan secara adil tanpa membedakan kepentingan kelompok
tertentu. Dalam konteks Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah, prinsip
keadilan tersebut tercermin dalam kewajiban menjaga netralitas birokrasi dan
tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik tertentu.'?® Oleh karena
itu, pengawasan terhadap Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah
menjadi penting agar pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip

keadilan dan kemaslahatan.

125 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, ...h. 181
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Meskipun pengangkatan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah
memiliki tujuan menjaga stabilitas pemerintahan, namun dalam perspektif
Siyasah tanfidziyah terdapat persoalan terkait legitimasi kepemimpinan.
Dalam Islam, pemimpin idealnya memperoleh dukungan dan pengakuan dari
masyarakat agar kekuasaan yang dijalankan memiliki legitimasi moral dan
sosial. Namun Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah diangkat melalui
mekanisme administratif oleh pemerintah pusat tanpa melalui pemilihan
langsung oleh masyarakat.’?® Kondisi ini menimbulkan persoalan karena
legitimasi mereka lebih bersifat administratif dibandingkan legitimasi sosial
dan politik dari rakyat.

Dalam Siyasah tanfidziyah, legitimasi pemimpin tidak hanya berasal
dari pengangkatan formal, tetapi juga dari kemampuan pemimpin menciptakan
keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Penjabat dan
Pelaksana Tugas Kepala Daerah harus mampu menunjukkan integritas,
profesionalitas, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat agar tetap
memperoleh legitimasi moral di tengah masyarakat. Dengan demikian,
meskipun tidak dipilih secara langsung, pejabat sementara tetap dapat
menjalankan pemerintahan secara efektif apabila mampu menjaga amanah dan
kepercayaan masyarakat.

Penulis menilai bahwa pengaturan mengenai Penjabat dan Pelaksana
Tugas Kepala Daerah dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya memiliki

kesesuaian dengan prinsip Siyasah tanfidziyah, terutama dalam aspek menjaga

126 3. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, ...h. 229
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kesinambungan pemerintahan dan mencegah kekosongan kekuasaan. Namun
demikian, praktik pengangkatan pejabat sementara masih  perlu
disempurnakan agar lebih mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan
kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam siyasah Islam.'?” Pengangkatan
pejabat sementara seharusnya dilakukan secara objektif berdasarkan kapasitas
dan integritas, bukan karena kepentingan politik tertentu.

Selain itu, dalam perspektif Siyasah tanfidziyah, pembatasan
kewenangan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah memang
diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Akan tetapi,
pembatasan tersebut tidak boleh menghambat efektivitas pemerintahan daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penulis
berpendapat bahwa pengaturan mengenai batas kewenangan pejabat sementara
perlu dirumuskan secara proporsional agar tetap mampu menjaga stabilitas
pemerintahan dan kemaslahatan rakyat.

Siyasah tanfidziyah juga menghendaki adanya pengawasan terhadap
pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Islam,
pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pemimpin menjalankan
kekuasaan sesuai prinsip keadilan dan syariat. Dalam konteks pemerintahan
daerah di Indonesia, pengawasan terhadap Penjabat dan Pelaksana Tugas
Kepala Daerah perlu diperkuat melalui mekanisme administratif, politik, dan

hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.'?® Dengan adanya

127 A, Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah, ...h. 71
128 |mam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, ...h. 58
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pengawasan yang efektif, maka tujuan pembentukan pemerintahan yang adil
dan maslahat dapat tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan dan
kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah dalam
perspektif Siyasah tanfidziyah pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan
amanah  pemerintahan  yang  bertujuan  menjaga  kesinambungan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, stabilitas politik, serta kemaslahatan
masyarakat ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah definitif. Dalam
konsep siyasah Islam, kekuasaan bukanlah hak mutlak yang dapat digunakan
secara bebas oleh penguasa, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan
penuh tanggung jawab demi kepentingan umat. Oleh karena itu, keberadaan
Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah dapat dipandang sebagai
instrumen administratif yang dibenarkan selama bertujuan menjaga ketertiban
pemerintahan, menjamin pelayanan publik tetap berjalan, serta menghindari
terjadinya kekacauan administratif dan politik di daerah. Apabila kekosongan
jabatan kepala daerah tidak segera diisi oleh pejabat sementara, maka dapat
menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan yang pada akhirnya merugikan
masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam perspektif Siyasah tanfidziyah, keberadaan pemimpin
sementara juga mencerminkan prinsip maslahah mursalah, yaitu upaya
menghadirkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan bagi masyarakat.
Penunjukan Pj dan PIt Kepala Daerah dilakukan agar roda pemerintahan tetap

berjalan meskipun kepala daerah definitif tidak dapat melaksanakan tugasnya

123



karena berbagai alasan, seperti habis masa jabatan, diberhentikan sementara,
tersangkut persoalan hukum, atau adanya pelaksanaan pemilihan kepala
daerah secara serentak. Dengan demikian, pengangkatan pejabat sementara
pada hakikatnya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin
keberlangsungan pemerintahan dan perlindungan terhadap kepentingan
masyarakat. Dalam konteks ini, Siyasah tanfidziyah memandang bahwa
keberadaan pejabat sementara diperbolehkan selama bertujuan menciptakan
kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta
syariat Islam.

Pengaturan mengenai pembatasan kewenangan Penjabat dan Pelaksana
Tugas Kepala Daerah juga memiliki kesesuaian dengan prinsip siyasah Islam
yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan serta pencegahan
penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Dalam ketatanegaraan Islam,
seorang pemimpin tidak diperbolehkan menggunakan kekuasaan secara
sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangan yang diberikan
kepadanya. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kewenangan Pj dan PIt,
seperti larangan mengambil kebijakan strategis, melakukan mutasi pegawai,
maupun membuat keputusan yang berdampak luas tanpa persetujuan
pemerintah pusat, dapat dipahami sebagai bentuk pengawasan terhadap
penggunaan kekuasaan agar tetap berada dalam koridor hukum dan
kemaslahatan masyarakat. Pembatasan tersebut juga menunjukkan bahwa
kekuasaan dalam Islam harus dijalankan secara proporsional, bertanggung

jawab, dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi rakyat.
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Namun demikian, dalam perspektif Siyasah tanfidziyah, pembatasan
kewenangan tersebut tidak boleh menghilangkan efektivitas pemerintahan
daerah dalam menjalankan pelayanan publik dan pembangunan. Pejabat
sementara tetap harus diberikan ruang tertentu untuk mengambil kebijakan
yang bersifat mendesak dan diperlukan demi kepentingan masyarakat. Apabila
pembatasan kewenangan dilakukan secara terlalu ketat, maka hal tersebut
justru dapat menghambat tercapainya tujuan pemerintahan, yaitu mewujudkan
kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip keseimbangan
antara pembatasan kekuasaan dan efektivitas pemerintahan menjadi aspek
penting dalam Siyasah tanfidziyah. Kekuasaan memang harus diawasi dan
dibatasi, tetapi tetap harus mampu digunakan secara optimal untuk menjaga
stabilitas sosial, pelayanan publik, dan kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, pengangkatan dan pelaksanaan kewenangan Penjabat dan
Pelaksana Tugas Kepala Daerah harus dilakukan secara adil, transparan,
profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat agar sejalan dengan
prinsip-prinsip Siyasah tanfidziyah dalam ketatanegaraan Islam. Dalam Islam,
keadilan merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan
sehingga setiap kebijakan dan pengangkatan pejabat harus didasarkan pada
kemampuan, integritas, dan amanah, bukan karena kepentingan politik
tertentu. Transparansi dalam proses pengangkatan pejabat sementara juga
sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
serta menghindari munculnya persepsi adanya intervensi politik dari

pemerintah pusat. Dengan demikian, Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala
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Daerah tidak hanya dipandang sebagai pejabat administratif semata, tetapi
juga sebagai pelaksana amanah rakyat yang bertanggung jawab mewujudkan
pemerintahan yang adil, efektif, dan maslahat sesuai dengan nilai-nilai Siyasah
tanfidziyah dalam Islam.

Pengangkatan Penjabat (Pj) maupun Pelaksana Tugas (PIt) Kepala
Daerah memiliki relevansi dengan praktik ketatanegaraan Islam yang telah
dicontohkan sejak masa Rasulullah SAW. Walaupun istilah Penjabat (Pj) dan
Pelaksana Tugas (PIt) tidak dikenal secara terminologis dalam sistem
pemerintahan Islam klasik, substansi pengangkatan pejabat sementara telah
dipraktikkan melalui konsep istikhlaf (penunjukan pengganti sementara) dan
niyabah (perwakilan dalam menjalankan pemerintahan). Konsep tersebut
bertujuan menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan ketika
pemimpin utama berhalangan menjalankan tugasnya sehingga pelayanan
kepada masyarakat tetap berlangsung secara efektif.*?°

Praktik tersebut dapat ditemukan pada masa Rasulullah SAW ketika
beliau beberapa kali meninggalkan Kota Madinah untuk memimpin
peperangan maupun perjalanan dakwah. Dalam keadaan tersebut Rasulullah
SAW selalu menunjuk seorang sahabat untuk menggantikan beliau mengelola
urusan pemerintahan di Madinah. Salah satu peristiwa yang paling terkenal
terjadi ketika Rasulullah SAW berangkat menuju Perang Tabuk pada tahun
ke-9 Hijriah. Pada saat itu beliau menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk

menggantikan beliau menjaga Madinah. Ketika Ali bin Abi Thalib merasa

129 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta:
Qisthi Press, 2014), h. 27
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keberatan karena tidak ikut berjihad bersama kaum muslimin, Rasulullah

SAW bersabda:
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Artinya: Tidakkah engkau rela kedudukanmu di sisiku seperti
kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan
kewenangan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjalankan urusan
pemerintahan selama beliau tidak berada di Madinah. Kewenangan tersebut
bukan merupakan perpindahan kekuasaan secara permanen, melainkan
penugasan sementara demi menjamin keberlangsungan pemerintahan. Dalam
perspektif hukum tata negara modern, praktik tersebut memiliki substansi
yang serupa dengan pengangkatan Penjabat maupun Pelaksana Tugas yang
bertujuan menghindari kekosongan pemerintahan.

Selain Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW juga beberapa Kkali
menunjuk Abdullah  bin Ummi Maktum sebagai wakil beliau ketika
meninggalkan Madinah. Penunjukan tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah
SAW menerapkan mekanisme pendelegasian tugas pemerintahan kepada
sahabat yang dinilai memiliki integritas dan kemampuan untuk mengelola
urusan masyarakat selama beliau tidak berada di pusat pemerintahan.®*°
Praktik ini kemudian dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar

Ash-Shiddig, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib

130 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Kencana, 2014), h. 186
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juga memberikan mandat kepada gubernur maupun pejabat tertentu untuk
menjalankan urusan pemerintahan di wilayah tertentu sesuai dengan
kebutuhan administrasi negara. Dalam literatur fikih siyasah, praktik tersebut
dikenal dengan istilah istikhlaf, yaitu penunjukan seseorang untuk
menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan secara sementara tanpa
menghilangkan kedudukan pemimpin yang sesungguhnya.'®!

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa

ayat 58:
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Artimya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanah kepada yang berhak menerimanya.

Ayat tersebut menegaskan bahwa jabatan pemerintahan merupakan
amanah yang harus diberikan kepada orang yang memiliki kompetensi,
integritas, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara
bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengangkatan Penjabat (Pj) maupun
Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
harus didasarkan pada prinsip amanah, profesionalitas, dan kemaslahatan
masyarakat.

Hal tersebut juga diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW:
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181 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin ..., h. 191
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Artinya: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan
dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap pejabat yang diberikan
amanah, termasuk pejabat sementara, tetap memikul tanggung jawab hukum,
moral, dan keagamaan atas setiap kebijakan yang diambil selama menjalankan
tugas pemerintahan. Dalam kajian fikih siyasah, legitimasi pengangkatan
Penjabat maupun Pelaksana Tugas juga sejalan dengan kaidah fikih:

ibally bgs ae )l e plol O 0

Artinya:  Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus
didasarkan pada kemaslahatan.

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa seluruh tindakan
pemerintah, termasuk pengangkatan pejabat sementara ketika terjadi
kekosongan jabatan kepala daerah, harus diarahkan untuk menjaga
kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). Dengan demikian, pengangkatan
Penjabat (Pj) maupun Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dapat dipandang selaras dengan prinsip Siyasah
Tanfidziyah, sepanjang dilakukan oleh otoritas yang sah, memiliki dasar
hukum yang jelas, tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan, serta
selurun  kebijakannya diarahkan untuk menjamin keberlangsungan

pemerintahan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.**2

132 A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah Praktis, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 147
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Tabel 4.1

POIN PEMBAHASAN

Permasalahan Penjabat (Pj) Pelaksana Tugas Siyasah
(PIY) Tanfidziyah
Kedudukan Pejabat sementara Pejabat yang Pemimpin
yang ditunjuk oleh menjalankan tugas | sementara tetap
Presiden/Menteri kepala daerah berkedudukan
Dalam Negeri untuk | karena kepala sebagai ulil amri
mengisi kekosongan | daerah yang wajib
jabatan kepala daerah | berhalangan menjalankan
sampai terpilih sementara, amanah

kepala daerah
definitif.

diberhentikan
sementara, atau
terjadi
kekosongan
jabatan sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.

pemerintahan demi
kemaslahatan
masyarakat.

Dasar Hukum

UUD NRI Tahun
1945, UU No. 23
Tahun 2014, UU No.
10 Tahun 20186,
Permendagri No. 4
Tahun 2023, Putusan
MK No. 67/PUU-

UUD NRI Tahun
1945, UU No. 23
Tahun 2014, UU
No. 30 Tahun
2014 tentang
Administrasi
Pemerintahan

Berlandaskan Al-
Qur'an QS. An-
Nisa ayat 58, QS.
An-Nisa ayat 59,
prinsip amanah,
keadilan, syura,
dan kaidah tasarruf

X1X/2021. serta ketentuan al-imam ‘ala al-
administrasi ra'tyyah manuthun
pemerintahan bil maslahah.
lainnya.

Kewenangan

Menyelenggarakan
pemerintahan daerah,
pelayanan publik, dan
pembangunan daerah
dengan kewenangan
yang dibatasi
terhadap kebijakan
strategis.

Menjalankan
tugas administratif
kepala daerah
berdasarkan
mandat dengan
kewenangan yang
lebih terbatas
dibanding kepala
daerah definitif.

Kewenangan harus
digunakan secara
adil, proporsional,
tidak melampaui
batas, serta
berorientasi pada
kemaslahatan
umat.

Ruang Lingkup

Mengelola
administrasi
pemerintahan, APBD
yang telah berjalan,

Menjamin
keberlangsungan
administrasi
pemerintahan,

Ruang lingkup
kepemimpinan
meliputi
pelaksanaan
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pelayanan publik,
koordinasi
pembangunan, dan
pelaksanaan urusan
pemerintahan sehari-

pelayanan publik,
dan pelaksanaan
tugas rutin sampai
kepala daerah
definitif kembali

amanah, menjaga
stabilitas
pemerintahan,
melindungi
kepentingan

hari. atau dilantik. masyarakat, dan
mewujudkan
keadilan.
Problematika Legitimasi Ketidakjelasan Terjadi
Yuridis demokratis lemah batas kewenangan | ketidakseimbangan
karena tidak dipilih antara tugas antara pembatasan
langsung oleh rakyat, | administratif dan | kekuasaan dengan
pembatasan kebijakan strategis | tuntutan
kewenangan belum sehingga sering kemaslahatan
diatur secara tegas menimbulkan sehingga
dalam praktik, serta perbedaan efektivitas
ketergantungan pada | penafsiran dalam | pemerintahan
persetujuan praktik dapat terganggu
pemerintah pusat. pemerintahan. apabila
pembatasan
diterapkan secara
berlebihan.
Dampaknya Menjamin Menjaga stabilitas | Apabila dijalankan

keberlangsungan
pemerintahan daerah,

pemerintahan
sementara, namun

sesuai prinsip
amanah, keadilan,

tetapi berpotensi sering dan kemaslahatan
menghambat menyebabkan akan menciptakan
percepatan lambatnya pemerintahan yang
pembangunan, pengambilan efektif; sebaliknya
pengambilan kebijakan penting | penyalahgunaan
keputusan strategis, serta terbatasnya | atau pembatasan
dan efektivitas inovasi yang tidak
pelayanan publik. pemerintahan proporsional dapat
daerah. merugikan
masyarakat.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kewenangan Penjabat (Pj) Dan

Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah Berdasarkan Hukum Tata Negara
Kedudukan dan kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas
(PIt) Kepala Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan
bagian dari mekanisme konstitusional untuk menjaga kesinambungan
penyelenggaraan pemerintahan daerah ketika terjadi kekosongan jabatan
kepala daerah definitif. Keberadaan Pj dan Plt memiliki dasar hukum
dalam Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2023. Dalam perspektif hukum tata negara, Penjabat dan Pelaksana Tugas
Kepala Daerah berkedudukan sebagai pelaksana pemerintahan daerah
yang bersifat sementara dengan kewenangan administratif untuk
menjalankan roda pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan
daerah selama masa transisi kepemimpinan. Namun kewenangan tersebut
dibatasi melalui larangan mengambil kebijakan strategis, melakukan
mutasi pegawai, serta membuat keputusan berdampak luas tanpa
persetujuan pemerintah pusat. Pembatasan tersebut merupakan bentuk

implementasi prinsip negara hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan,
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dan pencegahan penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Akan
tetapi, dalam praktiknya masih terdapat berbagai problematika yuridis,
seperti ketidakjelasan batas kewenangan, lemahnya legitimasi demokratis
karena tidak dipilih langsung oleh rakyat, ketergantungan terhadap
pemerintah pusat, serta hambatan terhadap efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah, khususnya dalam pengambilan keputusan, pelayanan
publik, dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Kajian Siyasah tanfidziyah terhadap Analisis Yuridis Kedudukan Dan
Kewenangan Penjabat (Pj) Dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah
Berdasarkan Hukum Tata Negara

Dalam perspektif Siyasah tanfidziyah, keberadaan Penjabat (Pj)
dan Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Daerah dapat dipahami sebagai bentuk
pelaksanaan amanah pemerintahan untuk menjaga kemaslahatan
masyarakat dan mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan dalam
pemerintahan  daerah. Pengangkatan pejabat sementara dalam
pemerintahan Islam dibenarkan selama bertujuan menjaga stabilitas
pemerintahan, pelayanan publik, dan kepentingan rakyat. Pembatasan
kewenangan Pj dan PIt juga sesuai dengan prinsip Siyasah tanfidziyah
yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan, keadilan, amanah,
dan pencegahan penyalahgunaan wewenang. Namun demikian,
pengangkatan dan pelaksanaan kewenangan Penjabat dan Pelaksana Tugas

Kepala Daerah harus tetap dilakukan secara adil, transparan, profesional,
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dan berorientasi pada kepentingan masyarakat agar sejalan dengan prinsip-
prinsip siyasah Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan.
B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan reformulasi dan penyempurnaan regulasi
mengenai kedudukan dan kewenangan Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas
(PIt) Kepala Daerah, terutama terkait batas kewenangan, mekanisme
pengangkatan, dan kategori kebijakan strategis yang diperbolehkan
maupun yang dilarang. Pengaturan yang lebih jelas diperlukan untuk
menghindari  multitafsir dan memberikan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pembatasan kewenangan Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah
hendaknya dilakukan secara proporsional agar tidak menghambat
efektivitas pemerintahan daerah, khususnya dalam pelayanan publik,
pembangunan daerah, dan pengambilan keputusan yang bersifat mendesak
demi kepentingan masyarakat.

3. Pengawasan terhadap Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah perlu
diperkuat melalui pengawasan administratif, politik, dan hukum guna
mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta menjaga netralitas

birokrasi pemerintahan daerah selama masa transisi kepemimpinan.
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https://quran.nu.or.id/asy-syura/38
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Lampiran -
Perihal : Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi

Yth, Bapalk/Ibu..........oooeiiiniinnnnnn.

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalam’alatkum Wr. Wh

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN
Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2026, maka dimohon kepada
Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat

Penunjukan terlampir,

Demikian disampaikan, terima kasih.

Wassalam
An. Dekan
Wakil Dekan I,

79~

}Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag
NIP. 197209222000032001

Tembusan : :

1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
2. Arsip

3. Dosen yang bersangkutan
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SURAT PENUNJUKAN
Nomor: 0379/Un.23/F.I/PP.00.9/05/2026

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk
Dosen:

1. Nama :  Dr. Fauzan, S.Ag., M.H
NIP v 197707252002121003
Tugas 1 Pembimbing I

2. Nama :  Ifansyah Putra, M. Sos
NIP : 199303312019031005
Tugas :  Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan
dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munagasyah

bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini:

Nama :  Mutiara Weni Nafiona
NIM/ Prodi © o 2223150053/HTN
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kewenangan

Pejabat (Pj) Dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala
Daerah Dalam Hukum Tata Negara Perspektif
Siyasah Tanfidziyah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 07 Mei 2026
An. Dekan

Wakil] Dekan I,

)

1Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag
NIP. 197209222000032001
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Nomor
Lampiran
Perihal

Tembusan :

. Rektor UIN FAS Bengkulu

2. Arsipp

: ©2/Un.23/F.1/PP.00.9/04/2026 13 April 2026
: 1 (satu) Berkas
: Penyampaian Jadwal

Seminar Proposal

Yth. Bapak/Ibu .....ooveniiininiiininn. .

Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa

Bengkulu

Assalamu’ alaikumWr Wh

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2026, maka dimohon kepada

Bapak/lbu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal

terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi proposal wajib mengunakan Power Point.

2. Sebelum presentasi proposal skripsi mahasiswa wajib membaca Al-

Qur’an 3 — 7 ayat.

3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur’an yang

disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus.

4. Jika mahasiswa dinyatakan Tidak Lulus dianjurkan agar mahasiswa

mengikuti pembinaan baca Al-Quran dilaboratorium tahsin dan

ibadah kemasyrakatan Fakultas Syariah.

5. Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal setefah baca Al-

Qur’an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat inj atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

| &2 “.;l ' dl ;
b‘j{é -;--. h Nurdin, M. Ag‘{
<\ s pb“ w 09222000032001



JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI] SUKARNO BENGKULU

Nama Mahasiswa

Penyeminar

e

Mutiara Weni Nafiona
NiM.
2223150053/HTN

1.
2.

Judul

Waktu

Dr. Fauzan, S.Ag., M.H.

Ifansyah Putra, M.Sos

Tempat

Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kewenangan | Hari Kamis, 16 April 2026
Pejabat (Pj) Dan Pelaksanaan Tugas (PH) | Jam 13.30.00 s/d 14.30
Kepala Daerah Dalam Hukum Tata Negara | WIB

Perspektif Siyasah Tanfidztyah

&
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f
\

Ruang Rapat
Fakultas
Syariah

Bengkulu, 13 April 2026
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Nama

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

: Mutiara Weni Nafiona
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1 | Catatan Baca Al-Qur’an: .
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Penyeminar II

Ifansyah Rutra, M.Sos
NIP. 1993(3312019031005
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DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 16 April 2026
Nama + Mutiara Weni Nafiona
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Lampiran 01

Prihal : Permohonan Seminar Proposal
Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Di Bengkuiu

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Weni Nafiona

NIM : 2223150053

Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/ 6 (Enam)

Judul Proposal : Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kewenangan

Penjabat (Pj) Dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah
Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Perspektif Siyasah
Tanfidziyah

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan
pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan
salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan
menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,

Ka. Prodi Hukum Tata Negara Mahasiswa
Ifansyal Putra, M.Sos Mutiara Weni Nafiona

NIP. 1993(\33 12019031003 NIM., 22231500353
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SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rasyid Tanjung, S.H., M.H.
NIP 1 1998(7222025051006
Jabatan : Tim Penguji Plagiasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mutiara Weni Nafiona
NIM : 2223150053
Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi . Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kewenangan Penjabat (Pj} Dan

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah Berdasarkan Hukum Tata Negara
Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Telah dilakukan uji similarity melalui www.turnitin.com pada tanggal 10 Agustus 2026,

skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi dengan hasil
plagiasi 24 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui, Bengkulu, 10 Agustus 2026
Ko. Prodi Hukym Tata Negara Tim Penguji

ZDr. Hidayat Marussalam, M, E.Sy Rasyid Tanjung, S.H., M.H.
NIP. 198611072020121008 NIP. 199807222025051006
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Top Sources
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Putri Zein Handayani, Ernawati. "Tinjauan Konstitusional Penunjukan Penjabat K...

100 Student papers

Sultan Agung Islamic University on 2015-09-15

101 Publication

Suwari Akhmaddhian, Erga Yuhandra, Titan Triatna Kurniawan. "Effectiveness Of ...

102 Student papers

Trisakti University on 2026-06-28

103 Student papers

Udayana University on 2019-10-28

104 Internet
edoc.site
105 Internet

repository.iainpare.ac.id

106 Student papers

Academic Library Consortium on 2019-01-21

107 Student papers

IAIN Bukit Tinggi on 2026-08-03

108 Student papers

Puslitbang Lektur Kementerian Agama on 2024-06-03

109 Student papers

UIN Raden Intan Lampung on 2025-03-04
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https://doi.org/10.17528/cifor/002087
https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4866
https://doi.org/10.30997/jill.v16i1.9382
https://edoc.site/ali-bin-abii-thalib-as-digital-content-pdf-free.html
http://repository.iainpare.ac.id/5024/1/18.2600.068.pdf
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110 Student papers

Universitas Islam Indonesia on 2020-10-13

111 Student papers

Universitas Islam Indonesia on 2020-11-30

112 Internet
id.123dok.com
113 Internet

sysindate.blogspot.com

114 Student papers

IAIN Bukit Tinggi on 2026-08-04

115 Student papers

Institut Pendidikan Guru Malaysia on 2024-09-01

116 Student papers

Sriwijaya University on 2021-06-14

117 Student papers

Syiah Kuala University on 2024-05-03

118 Student papers

Trisakti University on 2026-06-28

119 Student papers

UIN Batusangkar on 2025-08-07

120 Student papers

UINFAS Bengkulu on 2026-07-15

121 Student papers

Universitas Airlangga on 2019-05-16

122 Student papers

Universitas Jember on 2019-06-18

123 Student papers

Universitas Muhammadiyah Jember on 2026-07-02
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https://id.123dok.com/document/z12mw4ey-prosiding-knhtn-3.html
https://sysindate.blogspot.com/
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124 Internet
archive.org
125 Internet

eprints.uniska-bjm.ac.id

126 Internet

japendi.publikasiindonesia.id

127 Internet

repository.iainambon.ac.id

128 Publication

HORNAL KENAL ONTORAEL, DEBBY CH. ROTINSULU, EEN N WALEWANGKO. "ANAL...

129 Student papers

IAIN Bukit Tinggi on 2026-08-03

130 Publication

Masitah, Esti Alemia Puspita, Erni Wiriani. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terh...

131 Publication

Syafruddin Syafruddin, Siti Hasanah. "Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada ...

132 Student papers

UIN KH. Achmad Siddiq Jember on 2026-05-05

133 Student papers

UIN Sunan Ampel Surabaya on 2026-01-31

134 Student papers

Universitas Bung Hatta on 2022-05-19

135 Student papers

Universitas Islam Riau on 2025-08-02

136 Internet

journal.unnes.ac.id

137 Student papers

Fakultas Ekonomi on 2026-07-03
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https://archive.org/stream/textRisalahDakwahMohonRenungkan/mohonDibacaSyakhshiyahKepribadian-islam-ii_djvu.txt
http://eprints.uniska-bjm.ac.id/96/1/BUKU%20FIQH_%20HIDAYATULLAH.pdf
https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/download/8681/2103/20900
http://repository.iainambon.ac.id/1338/1/BUKU%20Pengantar%20hukum%20administrasi%20negara%20dan%20mekanisme%20pengawasan%20Notaris%20di%20Indonesia.pdf
https://doi.org/10.35794/jpekd.19391.19.5.2018
https://doi.org/10.35870/emt.v8i4.3389
https://doi.org/10.31764/jgop.v4i2.11825
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/download/35394/14693
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138 Student papers

Politeknik STIA LAN Jakarta on 2025-10-17

139 Student papers

Sriwijaya University on 2018-08-31

140 Student papers

UIN Batusangkar on 2026-02-12

141 Student papers

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya on 2019-01-14

142 Student papers

Universitas Andalas on 2024-07-14

143 Student papers

Universitas Islam Indonesia on 2018-12-13

144 Student papers

Universitas Islam Riau on 2025-07-22

145 Student papers

Universitas Muhammadiyah Jember on 2026-02-11

146 Student papers

Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2026-06-03

147 Student papers

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa on 2023-06-23

148 Internet

ejournal.uniks.ac.id

149 Internet

repository.ubharajaya.ac.id

150 Internet

scholar.unand.ac.id

151 Internet

www.scribd.com
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https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/2885
http://repository.ubharajaya.ac.id/9361/1/BUKU%20REFERENSI%20DINAMIKA%20NEGARA%20HUKUM.pdf
http://scholar.unand.ac.id/517332/7/Skripsi%20Full.pdf
https://www.scribd.com/doc/120575192/jateng
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152 Internet
123dok.com
153 Student papers

Abdullah Gul University on 2025-11-12

154 Student papers

FAKULTAS HUKUM on 2025-07-16

155 Student papers

Fakultas Hukum on 2026-02-09

156 Student papers

Fakultas Hukum on 2026-07-03

157 Student papers

IAIN Bukit Tinggi on 2026-07-31

158 Student papers

IAIN Bukit Tinggi on 2026-08-08

159 Student papers

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-01-04

160 Student papers

Trisakti University on 2025-10-27

161 Student papers

UIN Batusangkar on 2025-08-06

162 Student papers

UIN Batusangkar on 2025-08-07

163 Student papers

UIN Batusangkar on 2025-08-08

164 Student papers

UIN Batusangkar on 2026-01-14

165 Student papers

UIN Batusangkar on 2026-02-09
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https://123dok.com/subject/penyelesaian-sengketa-hak
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166 Student papers

Universitas Islam Bandung on 2025-11-24

167 Student papers

Universitas Islam Indonesia on 2019-03-06

168 Student papers

Universitas Islam Riau on 2025-07-19

169 Student papers

Universitas Negeri Makassar on 2013-07-18

170 Student papers

Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2018-03-16

171 Student papers

Universitas Negeri Surabaya on 2024-12-13

172 Student papers

Universitas Riau on 2023-11-10

173 Student papers

Universitas Trunojoyo on 2025-11-26

174 Internet

e-journal.staimaswonogiri.ac.id

175 Student papers

iGroup on 2014-11-28

176 Internet

jdih.bitungkota.go.id

177 Internet

jkpjournal.kalselprov.go.id

178 Internet

karyailmiah.unisba.ac.id

179 Internet

kluetmedia.blogspot.com
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https://e-journal.staimaswonogiri.ac.id/index.php/al_nahyan/article/download/348/217/2678
https://jdih.bitungkota.go.id/Propemperda/preview_rancangan/ranperda-rencana-pembangunan-jangka-menengah-daerah-kota-bitung-tahun-2025-2029
https://jkpjournal.kalselprov.go.id/index.php/menu/article/download/294/162/
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/download/5704/pdf
https://kluetmedia.blogspot.com/2013/03/harmaini-ditunjuk-sebagai-plh-bupati.html
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180 Internet

repository.uinjambi.ac.id

181 Internet

repository.uinsu.ac.id

182 Internet

setara-institute.org

183 Internet

text-id.123dok.com

184 Internet

valueml.com

185 Publication

Amar Wahyudi, Fauzi Syam, Rustian Mushawirya. "Kewenangan Pejabat Penggan...

186 Student papers

Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta on 2021-01-12

187 Publication

Pujangga Candrawijayaning Fajri. "The REFORMULATION OF THE MECHANISM FO...

188 Student papers

STIE Perbanas Surabaya on 2020-10-25

189 Publication

Timbo Mangaranap Sirait, Khalimi, Lisno Setiawan. "MENILIK KEDUDUKAN PTUN ...

190 Student papers

Trisakti University on 2026-01-05

191 Student papers

Trisakti University on 2026-04-23

192 Student papers

UIN Batusangkar on 2025-07-23

193 Student papers

UIN Batusangkar on 2025-08-05
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http://repository.uinjambi.ac.id/3126/1/RAHMANIAH-SPM162597.pdf
http://repository.uinsu.ac.id/9257/1/BUKU_PENGANTAR%20HUKUM%20KETENAGAKERJAAN%20UNESCO.pdf
https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2014/11/Masa-Depan-MK_naskah-konferensi-mahkamah-konstitusi-Setara-Institute.pdf
https://text-id.123dok.com/document/4yrwjgm8z-10-03-7-71-analisis-sumberdaya-dan-konsumsi-daging-sapi-di-indonesia-tahun-2005-2010.html
https://valueml.com/2024/08/
https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18714
https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i2.7879
https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1725
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194 Student papers

UIN Batusangkar on 2025-08-06

195 Student papers

UIN Batusangkar on 2025-08-21

196 Student papers

UIN Batusangkar on 2025-08-23

197 Student papers

UPA Perpustakaan UNTIRTA on 2026-06-15

198 Student papers

Udayana University on 2016-12-15

199 Student papers

Universitas Airlangga on 2021-09-29

200 Student papers

Universitas Airlangga on 2025-12-11

201 Student papers

Universitas Jenderal Soedirman on 2026-03-19

202 Student papers

Universitas Muhammadiyah Palembang on 2026-03-10

203 Student papers

Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2026-06-10

204 Student papers

Universitas Tidar on 2023-05-03

205 Internet

almadinah.or.id

206 Internet

anzdoc.com

207 Internet

berkas.dpr.go.id
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https://almadinah.or.id/index.php/posts/kepemimpinan-sekolah-islam-konsep-nilai-dan-praktik
https://anzdoc.com/pa-mks.html
https://berkas.dpr.go.id/puupolhukham/naskah-akademik/public-file/naskah-akademik-public-85.pdf
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208 Internet

digilib.uinsgd.ac.id

209 Internet

ejournal.ipdn.ac.id

210 Internet

eprints.undip.ac.id

21 Internet

j-innovative.org

212 Internet
jptam.org
213 Internet

julianidwi.blogspot.com

214 Internet

multibintang.co.id

215 Internet

ojs3.unpatti.ac.id

216 Internet

publishing-widyagama.ac.id

217 Internet

repository.ar-raniry.ac.id

PAL] Internet

repository.unhas.ac.id

PA L] Internet

repository.unpad.ac.id

220 Internet
rlccministry.org
221 Internet

setjen.pertanian.go.id
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https://digilib.uinsgd.ac.id/104947/
http://ejournal.ipdn.ac.id/JTP/article/download/691/489
http://eprints.undip.ac.id/23813/1/Tutik_Dwi_Karyanti.pdf
http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/9279/6341/14887
https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/28622/19169/48259
http://julianidwi.blogspot.com/2013/04/sudah-mandi-besar-haruskah-wudhu-lagi.html
https://multibintang.co.id/uploads/annual_reports/5e1aa98515ee232edca9138eec21e566.pdf
https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/capitan/article/download/23024/11867/
https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/article/view/5049
https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34636/1/Maisy%20Hayatul%20Ridha%2C%20190105045%2C%20FSH%2C%20HTN.pdf
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1047/
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/deliver/index/docId/200047/file/004+Buku+Teori+dan+praktek+Kewenangan+Pemerintahan.pdf
http://rlccministry.org/i-will-testify/page/211/
http://setjen.pertanian.go.id/site/upload/common/Renstra%20Biro%20OK.pdf
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222 Internet

www.bombanakab.go.id

223 Internet

www.coursehero.com

224 Internet

www.pps.unud.ac.id

225 Student papers

Fakultas Hukum on 2025-07-23

226 Student papers

Trisakti University on 2026-06-28

227 Student papers

Trisakti University on 2026-06-28

228 Student papers

UIN Batusangkar on 2025-07-18

229 Student papers

UIN Batusangkar on 2026-01-23

230 Student papers

Universitas Mulawarman on 2021-03-03

231 Student papers

Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2026-02-18

ycy) Internet
moam.info
233 Student papers

Ajou University Graduate School on 2021-02-11

234 Publication

Choirul Salim, Sainul, Rima. "Asas Dissenting Opinion Pada Pembuktian Perkara ...

235 Student papers

East Union High School on 2026-07-02
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https://www.bombanakab.go.id/storage/upload/ipkd/1762514492.pdf
https://www.coursehero.com/file/p3hqhki5/Pada-pasal-1338-ayat-1-KUHPerdata-yang-menyatakan-bahwa-semua-perjanjian-yang/
http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-327-948609765-tesis%20ni%20nyoman%20mariadi.pdf
https://moam.info/hubungan-pendidikan-dan-pelatihan-dengan-kompetensi-pegawai-_59ff56ee1723dd49a9066e26.html
https://doi.org/10.32332/siyasah.v2i2.6222
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236 Student papers

Fakultas Hukum on 2026-05-25 <1%
237 Publication

Hilmi Aulia Azmi, Dwi Setiawan Susanto. "Penetapan Technical Assistance Service... <1%
238 Student papers

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-01-30 <1%
239 Student papers

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2025-11-01 <1%
240 Student papers

LPPM on 2025-07-17 <1%
241 Student papers

LPPM on 2025-07-28 <1%
242 Student papers

Sriwijaya University on 2021-07-27 <1%
243 Student papers

Sriwijaya University on 2026-03-29 <1%
244 Student papers

Trisakti University on 2026-06-28 <1%
245 Student papers

UIN Batusangkar on 2025-07-16 <1%
246 Student papers

UIN Batusangkar on 2025-12-31 <1%
247 Student papers

UIN Batusangkar on 2026-01-05 <1%
248 Student papers

UIN Batusangkar on 2026-01-14 <1%
249 Student papers

UIN Sunan Gunung DJati Bandung on 2019-07-31 <1%
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https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2123
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250 Student papers

Universitas Bangka Belitung on 2026-06-30

251 Student papers

Universitas Islam Bandung on 2025-07-10

252 Student papers

Universitas Islam Bandung on 2025-10-10

253 Student papers

Universitas Islam Indonesia on 2018-09-07

254 Student papers

Universitas Islam Riau on 2026-05-14

255 Student papers

Universitas Islam Riau on 2026-06-06

256 Student papers

Universitas Islam Riau on 2026-06-25

257 Student papers

Universitas Jenderal Achmad Yani on 2025-07-21

258 Student papers

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya on 2024-05-02

259 Student papers

Universitas Muhammadiyah Jember on 2026-02-10

260 Student papers

Universitas Negeri Jakarta on 2017-12-17

261 Student papers

Universitas Negeri Makassar on 2013-07-22

262 Student papers

Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2016-08-03

263 Student papers

Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2025-10-20
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264 Student papers

Universitas Pelita Harapan

265 Student papers

Universitas Pelita Harapan

266 Student papers

Universitas Pendidikan Indonesia on 2012-09-05

267 Student papers

Universitas Terbuka on 2026-06-06

268 Student papers

iGroup on 2015-03-03

269 Student papers

iGroup on 2016-11-14

270 Internet

qdoc.tips
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https://qdoc.tips/draf-buku-ii-rpjmn-2015-2019-agenda-pembangunan-bidang-pdf-free.html

